SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel telah ditetapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi
pedoman dalam mengukur kinerja, mengendalikan dan
mengevaluasi rencana pembangunan;

. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat, perlu dibentuk pedoman implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan
bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dalam perencanaan kinerja, pengukuran Kkinerja,
pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman  Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6866);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);



Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

‘5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun

2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.



6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SAKIP merupakan sistem yang
mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pasal 4
SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
a. SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi; dan
b. SAKIP Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Pedoman implementasi SAKIP sebagaimana tercantum
dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Sistematika pedoman implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a.BABI PEMBAGIAN PERAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA

Memuat pembagian peran Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan SAKIP.

b.BABII PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
KINERJA

Memuat mekanisme dan tata cara
penyusunan perencanaan kinerja.

c. BAB Il PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA

Memuat mekanisme dan tata cara
pengukuran kinerja.

d.BAB IV PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Memuat mekanisme dan tata cara
penyusunan laporan kinerja.

e. BABV PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Memuat mekanisme dan tata cara
penyusunan -evaluasi akuntabilitas kinerja
internal.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mengelola SAKIP, Gubernur membentuk Tim
SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja hingga evaluasi akuntabilitas kinerja.

(2) Pembagian peran dengan dalam pengelolaan SAKIP sebagai
berikut:



a. perencanaan kinerja diampu oleh Badan Perencana
Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi;

b. pengukuran kinerja diampu oleh Badan Perencana
Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi;

c. pelaporan kinerja diampu oleh Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi; dan

d. evaluasi kinerja diampu oleh Inspektorat Daerah
Provinsi.
(3) SAKIP Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing

Perangkat Daerah melalui arahan kebijakan, verifikasi, dan
validasi Tim SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 21 Seri E), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERi\IUR JAWA BARAT,
ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 54
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BAB |
PEMBAGIAN PERAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi SAKIP Pemerintah Daerah
Provinsi dan SAKIP Perangkat Daerah. SAKIP Perangkat Daerah disusun oleh masing-
masing Perangkat Daerah melalui arahan kebijakan, verifikasi dan validasi Tim SAKIP
Pemda. SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi dikelola oleh Tim SAKIP Pemda dengan
pembagian peran sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja diampu oleh Bappeda
Bappeda memiliki peran menyusun pedoman, membina dan memvalidasi
penyelenggaran SAKIP dimensi perencanaan kinerja. Bappeda juga dapat menjadi
evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal dibawah koordinasi Inspektorat.
2. Pengukuran kinerja diampu oleh Bappeda
Bappeda memiliki peran menyusun pedoman, membina dan memvalidasi
penyelenggaran SAKIP dimensi pengukuran kinerja. Bappeda juga dapat menjadi
evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal dibawah koordinasi Inspektorat.
3. Pelaporan kinerja diampu oleh Biro Organisasi
Biro Organisasi memiliki peran menyusun pedoman, membina dan memvalidasi
penyelenggaran SAKIP dimensi pelaporan kinerja. Biro Organisasi juga dapat menjadi
evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal dibawah koordinasi Inspektorat.
Biro Organisasi juga memiliki peran dalam tata kelola penyelenggaraan SAKIP
Pemerintah Daerah yaitu merumuskan dan memastikan seluruh tim SAKIP memiliki
performa yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan tentang tata kelola
penyelenggaraan SAKIP.
4. Evaluasi kinerja diampu oleh Inspektorat.
Inspektorat memiliki peran menyusun pedoman, membina dan memvalidasi
penyelenggaran SAKIP dimensi evaluasi kinerja. Inspektorat juga dapat menjadi evaluator
dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



BAB i
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

2.1. Pedoman Manajemen Kinerja Terintegrasi
Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi adalah sebuah konsepsi

inovatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengintegrasikan sistem manajemen kinerja
institusi dengan sistem manajemen kinerja Individu.

Manajemen Kinerja terintegrasi bertujuan untuk:
Sinkronisasi kinerja institusi dengan kinerja individu
Menciptakan single input sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja
Efisiensi dalam monitoring kinerja

ol Sl e

Pengelolaan data base kinerja terintegrasi (kinerja institusi dan kinerja individu)

Manajemen Kinerja terintegrasi menjamin adanya korelasi antara kinerja Gubernur
sampai dengan kinerja pelaksana, sehingga kedepannya bentuk-bentuk inovasi apapun harus
mengarah kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur.

Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (#jabarsemakinpasti)
(Integrasi Konsep dan Interoperabilitas Aplikasi E-SAKIP dan TRK)

' CASCADING ,
i KINERJA INSTITUS] ¥ KINERJA INDIVIDU '
i (DOKUMEN PERENCANAAN) . (SASARAN KINERJA PEGAWAI) ‘
| REPORTING !

Manajemen kinerja institusi meliputi perjenjangan kinerja, penerjemahan pohon kinerja
kedalam perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan perangkat daerah
serta perjanjian kinerja. Adapun manajemen kinerja individu meliputi penyusunan SKP.
Melalui manajemen kinerja terintegrasi, penyusunan SKP dimulai dari penyusunan
penjenjangan kinerja hingga penyusunan perjanjian kinerja secara terintegrasi. Dengan
demikian terdapat hubungan korelasi yang jelas antara kinerja individu dengan kinerja
organisasi.



2.1.1. Pedoman Perjenjangan Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-
akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan oufcome yang
diinginkan. Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep logic model yang
merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan menganalisis
proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome yang diinginkan.

+ Model Logis (logic model). Merupakan alat/metode yang digunakan untuk membantu
proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen
saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan
(Poister, 2003).

¢ Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan relasi
logis suatu proses transformasi dari input menjadi output untuk mewujudkan keluaran
(outcome/result).

Model logis terdiri dari tahapan kondisi yang saling berkaitan/berhubungan dalam
membentuk outcome/hasil yang diharapkan. Tahapan kondisi ini membentuk sebuah alur
logis yang tersistem yang sering dinamai dengan rantai nilai (value chain), yang model
sederhananya terdiri dari input, proses, output, outcome. Input merupakan besaran sumber
daya yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output (keluaran) baik barang
maupun jasa. Proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mengolah input

menjadi output. Output merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam

rangka mencapai outcome. Sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output.
Tabel 1. Contoh Aktivitas Output dan Outcome

Aktivitas Output Qutcome
enulis Tulisan / buku Buku dibaca
lMenjahi’t Pakaian Pakaian digunakan
Patroli keamanan Wilayah yang dilakukan  |Aman/ tertib/ tidak ada kejahatan

patrol keamanan
Pembangunan jalan Jalan terbangun Kelancaran mobilitas/akses terbuka

Skema di atas adalah skema paling sederhana dari sebuah model logis. Dari skema
tersebut dapat diketahui bahwa outcome dapat dihasilkan jika output berfungsi dan tepat.
Selain itu, yang paling harus dipahami adalah membedakan oufput dengan oufcome. Output
merupakan barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah aktivitas pada sebuah organisasi.
Sedangkan oufcome adalah hasil dari berfungsinya output tersebut. Ketika menetapkan
kinerja, sebuah organisasi pemerintah khususnya diwajibkan untuk menghasilkan outcome,
tidak hanya output. Karena tentunya output belum cukup untuk menjawab alasan keberadaan
dari organisasi tersebut.



Gambar 1. Model Logis Sederhana

e OUTPUT OUTCOME

Gambar 1 tentang model logis adalah skema paling sederhana yang terjadi. Dalam
kenyataannya, tahapan/alur logis yang terjadi lebih kompleks, bervariasi, dan lebih Panjang.
Sebuah model logis dari sebuah program seringkali membutuhkan tahapan kondisi yang lebih
panjang. Setiap output pun, tidak selalu langsung menghasilkan outcome yang diinginkan.
Terdapat kondisi antara output dan outcome yang ingin dicapai, kondisi antara tersebut sering
disebut juga dengan ouicome antara (intermediate outcome), dan outcome pendahuluan

(initial/immediate outcome).

Gambar 2. Tahapan Outcome dalam logic model
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DUTCOME OUTCOME
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Selain itu, sebuah outcome juga biasanya juga dihasilkan oleh lebih dari satu output.

Sehingga bentuk dari logic model bukanlah sebuah model yang linear.

Gambar 3. Sebuah Outcome Hasil Dari Berfungsinya Berbagai Output

Qutput 2

Output 1

Dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah
mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model logis, yang awalnya dimulai dari input
dan berakhir pada outcome, menjadi dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada

input, sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 4. Menyusun Pohon Kinerja Dimulai dari Outcome

Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran kinerja), yaitu
sasaran/kinerja level strategis (strategic objectives), sasaran/kinerja level taktis (factical

objectives), dan sasaran/kinerja level operasional (operational objectives).

Gambar 5. Levelling of Objective

- )
Strategic
Objectives
" J
- - ™
Tactical
Objectives
e - /
( N
Operational
Objectives
. J

X

Sasaran/kinerja level strategis biasanya berupa hasil (result) yang harus diwujudkan

oleh sebuah organisasi. Biasanya statement-nya menggambarkan perubahan kondisi suatu
masyarakat menjadi lebih baik, misal: menurunnya kemiskinan, meningkatnya kualitas
lingkungan hidup, menurunnya kemacetan, dil. Sasaran/kinerja level taktis biasanya berupa
efektivitas/hasil dari sebuah program. Program sendiri dapat diartikan dengan sekumpulan
aktivitas yang periu dilakukan untuk mencapai hasil, yang termuat dalam sasaran/kinerja
strategis. Sedangkan sasaran operasional biasanya berisi accomplishment atau penyelesaian
suatu kegiatan/aktivitas. Setiap level dalam piramida kinerja di atas tidak merepresentasikan
satu jabatan/posisi tertentu dalam organisasi. Bisa saja dalam kinerja/sasaran operasional
diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda.

Piramida di atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja strategis diisi oleh
kondisi final outcome/longer term outcome, kinerja taktis diisi oleh outcome antara
(intermediate outcome/initial outcome), dan kinerja operasional diisi oleh output-output.
Semakin ke bawah jenjang maka kinerjanya akan semakin teknis/operasional,

Outcome/hasil tersebut harus dihasilkan dari serangkaian proses keputusan strategis
yang melibatkan para pimpinan instansi pemerintah. Tentunya, statement outcome/hasil
tersebut harus sesuai dengan isu strategis, mandat, dan alasan keberadaan organisasi.
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Skema yang terlihat pada gambar 6 akan lebih mengarahkan instansi pemerintah
untuk menetapkan desain program/kegiatan (proses) yang lebih berfungsi, tepat, dan
bermanfaat bagi pencapaian outcome/hasil. Instansi pemerintah akan mendapatkan
gambaran utuh atas kondisi-kondisi yang diperlukan, termasuk output apa yang harus
dihasilkan, agar outcome/hasil tercapai. Apabila hal ini terwujud, maka input yang akan
digunakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan pohon kinerja juga
sebaiknya dilakukan berdasarkan level organisasi, sehingga terdapat beberapa level pohon
kinerja berdasarkan tingkatan organisasinya, seperti pohon kinerja level organisasi, pohon
kinerja level unit organisasi, pohon kinerja level satuan kerja dan seterusnya.

Dalam membangun pohon kinerja, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang
teguh instansi pemerintah untuk mendapatkan logika yang ideal. Prinsip tersebut dapat dibagi
menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip penyusunan.

Gambar 6. Skema Pohon Kinerja

f
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2.1.1.1. Prinsip-prinsip Umum Membangun Pohon Kinerja

1. Logis, yakni suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan ‘sebab-akibat’
ataupun ‘jika-maka’. Pohon kinerja disusun untuk mengawal ketepatan logika. Kondisi
yang berada di level/hierarkhi lebih tinggi adalah akibat/hasil dari kondisi/hierarkhi
dibawahnya.

2. Empiris, yakni suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisifisu
strategis/permasalahan faktual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja adalah untuk
mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh
organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu
penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan
berdasar pada evidence dan informasi yang andal.

3. Antisipatif, yakni suatu pohon kinerja harus disusun dengan mempertimbangkan

kondisi masa depan karena akan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
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4. Dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan lingkungan strategis.
Hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan, pohon kinerja dapat terus
disempumakan, diubah, bahkan disusun ulang untuk mengakomodir perubahan-
perubahan yang terjadi. Pohon kinerja harus mendukung organisasi menjadi lebih
dinamis dan berorientasi hasil, sehingga menjadikan pohon kinerja sebagai acuan
yang tidak dapat diubah adalah hal yang salah kaprah.

5. Holistik, yakni suatu pohon kinerja harus mempertimbangkan keterkaitan dengan
urusan lainnya. Penyusunan pohon kinerja seharusnya tidak tersekat oleh urusan atau
kewenangan yang akan membatasi keluasan cakupan analisis. Penyusun perlu untuk
membuka kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja
yang akan dibuat.

6. Out of The Box, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan kerangka logis
untuk mendapatkan upayal/strategis terbaik, bukan untuk mempertahankan status
quo. Penyusun harus berusaha untuk mencari alternatif kondisi/solusi lain di luar

rutinitas atau eksisting.

7. Materialitas, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi yang penting,
strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi dihadapkan pada keterbatasan
sumber daya yang membuatnya harus menentukan pilihan dari berbagai solusi yang
dihasilkan dari pohon kinerja, maka pilihan solusi harus dijatuhkan pada yang paling
penting, strategis, dan berdampak

2.1.1.2. Tahapan Perjenjangan Kinerja
Secara umum, terdapat 5 tahapan yang periu dilalui sebagaimana yang terlihat pada
gambar di bawah ini. Tahap | sampai dengan Tahap IV adalah tahap penyusunan pohon
kinerja. Tahap V adalah tahap untuk menerjemahkan pohon kinerja dalam komponen
perencanaan dan struktur organisasi.
Gambar 7. Tahapan Penjenjangan Kinerja

| ikan e *Merumuskan
Criical Success CSF ke kondisi indikator kineja | pohon kinerja ke
Factor (CSF) antara sampai | n
dari outcome/ kondisi paiing i perencanaan
| ]\ J
Y !
PENYUSUNAN POHON KINERJA PENERJEMAHAN

POHON KINERJA
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Tahap I: Tentukan Outcome/Hasil yang akan dijabarkan
Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan oufcome/hasil
yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Penentuan outcome/hasil apa yang akan
dijabarkan memeriukan kesepakatan bersama, khususnya dari para penentu keputusan
strategis, karena akan mempengaruhi bangunan kinerja instansinya. Identifikasi ini
seharusnya dilakukan berdasarkan pada bukti (evidence) maupun data yang andal dan valid.
Identifikasi outcome ini juga harus terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual/empiris ataupun
berdasarkan isu strategis yang terjadi dan bukan hanya berdasarkan perkiraan semata.
Outcome/hasil tingkat instansi harus menggambarkan outcome/hasil yang strategis
(strategic objective). Outcome/hasil strategis sendiri seharusnya menggambarkan perubahan
kondisi lingkungan dan masyarakat karena hal tersebut menggambarkan
pengaruh/keberadaannya bagi lingkungan/masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa
faktor yang mendasari sebuah instansi dalam menetapkan outcome/ strategis nya, antara lain:
1) Mandat atas tugas dan fungsi yang diembannya sesuai dengan Peraturan perundangan
yang berlaku;
2) Isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan yang akan dihadapi;
3) Ekspektasi/harapan masyarakat dan/atau stakeholder.

Tahap Il: Identifikasi Critical Success Factor yang dibutuhkan untuk mencapai
kinerja/outcome strategis

Setelah instansi pemerintah menetapkan outcome/hasil yang harus dicapai, maka
tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) outcome/hasil
terkait. Mengidentifikasi CSF sebenamya adalah langkah awal untuk membangun model logis
dari outcomel/kinerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, proses
membangun model logis kinerja sebenarnya adalah mengidentifikasi kondisi/outcome antara
(immediate/initial outcome) sampai pada kondisi paling teknis/operasional yang dapat
menghasilkan output (lihat kembali gambar 4)

CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam
mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka outcome/hasil berpotensi besar untuk
tercapai. Oleh karenanya mendapatkan CSF yang tepat menjadi sangat penting bagi instansi
pemerintah. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, teori, dan logika menjadi hambatan
dalam mendapatkan CSF yang tepat. Oleh karenanya, instansi pemerintah dianjurkan untuk
mendapatkan CSF melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta
mengambil teori-teori yang relevan.

Beberapa pertanyaan dapat diajukan untuk mendapatkan CSF seperti “apa saja yang
harus ada/diperlukan agar outcome/kinerja tercapai?” “Bagaimana agar kinerja/outcome

terwujud?” “Apa kondisi prasyarat yang harus ada agar outcome terealisasi?”
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Dalam menjawab pertanyaan tersebut dan agar model logis yang disusun berkualitas
baik, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: '

1) Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar terjadi (factual
problem);

2) Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome/kinerja di masa
yang akan datang (antisipatif);

3) Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;

4) ldentifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat urusan;

5) Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/outcome adalah “akibat” atau
“hasil” nya.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan berlalu lintas,
selanjutnya, terjemahkan faktor-faktor tersebut ke dalam kalimat-kalimat kondisi yang
diperiukan untuk mencapai outcome. Untuk memudahkan, proses penjabaran dapat
dilakukan dengan menggunakan gambar/diagram.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kondisi dapat diartikan sebagai (1) Keadaan
(baik maupun buruk), dan (2) Persyaratan. Karena kondisi merupakan keadaan maupun
persyaratan, maka seringkali penjelasan atas kondisi disertai dengan kata sifat atau
keterangan. untuk memahami apa yang disebut dengan kondisi, terdapat contoh dan ilustrasi
yang digunakan.

Tabel 2. Perbedaan Kondisi Baik dan Kondisi Buruk

Ekonomi semakin stabil Kesehatan semakin menurun
Kurs Rupiah Menguat Infrastruktur Rusak berat
Produksi Padi Meningkat Produksi Pupuk Menurun

Gambar 8. Penjabaran Outcome Kemacetan ke Kondisi yang Diperlukan
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dibanding kendaraan | Lintes L Jalan \ ] Baik

Penjelasan dari gambar 8 di atas adalah bahwa outcome “menurunnya kemacetan
lalu lintas” dapat dicapai melalui perwujudan setidaknya lima kondisi antara, yaitu

‘meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan’, ‘menurunnya pelanggaran berlalu
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lintas’, ‘'meningkatnya kualitas jalan raya’, ‘berkurangnya parkir liar’, dan ‘terciptanya penataan
kota yang baik'.

Tahap lll: Uraikan Critical Success Factor kepada Kondisi-Kondisi Antara Sampai
kepada Kondisi Paling Teknis/Operasional

CSF yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan
dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses penjabaran-nya sama
seperti ketika mengidentifikasi key success factor dan menerjemahkannya menjadi kondisi
yang diperlukan untuk pencapaian outcome. Gunakan logika “sebab-akibat” atau “jika-maka”,
atau gunakan pertanyaan “kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat terwujud?”. Sama
halnya seperti menentukan CSF, mengurai CSF kepada kondisi-kondisi antara dapat
dilakukan dengan melakukan FGD, brainstorming, melihat teori, untuk selanjutnya

mencocokkannya dengan kondisi empiris yang sebenarnya terjadi.

Tahap IV: Lengkapi dengan Indikator Kinerja

Apabila variabel yang mempengaruhi pencapaian outcome telah cukup dijabarkan,
maka langkah selanjutnya adalah melengkapi setiap variabel dengan indikatornya masing -
masing. Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja pencapaian kinerja
suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact), dan terukur.

Indikator yang baik yaitu indikator yang memenuhi kriteria SMART, yakni Specific,
Measurable, Aftainable, Relevant, dan Timebound.

e Spesific berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi yang spesifik,
tidak bias, atau bermakna ganda.

e Measurable berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif dan memiliki
ukuran kuantitatif,

« Atftainable berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang memungkinkan
organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah
dicapai.

« Relevant berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang
dekat dengan kinerja yang diukur.

« Timebound berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang menggambarkan
kondisi pada suatu kurun waktu tertentu.

Dibawah ini adalah beberapa contoh pohon kinerja sederhana (parsial), antara lain
terkait permasalahan strategis kemacetan dan kemiskinan yang disusun sesuai langkah-
langkah diatas:
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Gambar 9. Contoh Pohon Kinerja Kemacetan (parsial)
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Gambar 10. Contoh Pohon Kinerja Kemiskinan (parsial)
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17



Setelah pohon kinerja tersusun dengan baik, selanjutnya pohon kinerja tersebut
diterjemahkan menjadi nomenklatur program/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan didistribusikan ke setiap jabatan dalam struktur organisasi, yang
akan dibahas pada bab selanjutnya. Lebih lanjut, pohon kinerja ini juga dapat dijadikan dasar
rujukan dalam menetapkan struktur organisasi instansi pemerintah. Dengan demikian,
nantinya struktur organisasi yang dibangun dapat mendukung pencapaian kinerja yang
diharapkan.

Gambar 11. Satu Kotak Menjadi Satu Komponen Perencanaan
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2.1.1.3. Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja

Langkah awal yang dilakukan dalam menuangkan pohon kinerja ke perencanaan
kinerja instansi pemerintah adalah dengan mengklasifikasi pohon kinerja ke 3 (tiga) level
kinerja, yaitu level kinerja strategis, level kinerja taktikal dan level kinerja operasional.
Penjelasan lengkap tentang ketiga level kinerja tersebut dan kriteria-kriterianya terdapat
di Bab Il pedoman ini. Klasifikasi kinerja ini akan menjadi acuan dalam menentukan
perencanaan kinerja dan kinerja utama setiap jabatan. Berikut contoh pengklasifikasian
pohon kinerja ke dalam level kinerja yang mengacu pada contoh parsial pohon kinerja

kemiskinan pada gambar 10 Bab lll pedoman ini:
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Level Kinerja Gambar 12. Contoh klasifikasi level kinerja sederhana
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X h 4
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didik kurang mampu pendidikan nonformal

Dalam praktiknya, pengklasifikasian level kinerja dapat lebih kompleks dari gambar
contoh diatas. Pengklasifikasian kinerja strategis bisa dibedakan menjadi beberapa jenis,
yaitu:

1. Kinerja  Strategis Daerah, untuk kinerja yang bersifat strategis di tingkat daerah
(Pemerintah Daerah)

2. Kinerja Strategis Urusan dan Bidang Urusan, untuk kinerja yang bersifat strategis di
tingkat Perangkat Daerah.

2.1.2. Penerjemahan Pohon Kinerja ke dalam Cascading, Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Langkah selanjutnya setelah mengklasifikasi level kinerja adalah menuangkan tiap-

tiap level kinerja tersebut ke komponen perencanaan dan mendistribusikannya ke tiap level

sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip menuangkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan yang telah
dijelaskan sebelumnya

2. Skema dalam menuangkan level kinerja ke dalam dokumen perencanaan dan perjanjian
kinerja tiap jabatan, seperti yang ditampilkan dalam gambar dibawah

3. Peraturan terkait penetapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
Mandat dan ruang lingkup tugas jabatan
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Agar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah selaras dan memenuhi ketentuan hubungan logis, maka pohon
kinerja dan cascading harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD,
Renja, DPA, Perjanjian Kinerja, dan SKP.

Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, tahapan awal dalam menuangkan
pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan Pemerintah Daerah adalah dengan terlebih
dahulu mengklasifikasi pohon kinerja menjadi kinerja strategis, kinerja manajerial, dan kinerja
operasional. Kinerja strategis perilu diurai menjadi beberapa jenis dan tingkatan kinerja
strategis. Gambar berikut adalah contoh klasifikasi level kinerja dari pohon kinerja
pengentasan kemiskinan di daerah.

Gambar 13. Skema penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan
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Selanjutnya berdasarkan klasifikasi level kinerja diatas, Pemerintah Daerah
menuangkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja tiap level jabatan, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan Kinerja Strategis Daerah sebagai Tujuan dan Sasaran dalam

Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah

Perencanaan strategis Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan arah dan
prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, serta diuraikan hasil yang ingin dicapai
instansi pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan serta strategi-strategi penting yang
akan dilakukan agar hasil yang direncanakan dapat dicapai sesuai harapan. Oleh
karena itu, penentuan tujuan dan sasaran dalam RPJMD harus mengacu pada kinerja
strategis daerah yang menjawab isu-isu dan permasalahan strategis daerah.

Berikut contoh menuangkan pohon kinerja dari Gambar 14 diatas ke dalam Tujuan
dan Sasaran RPJMD Pemerintah Daerah:

Tabel 3. Contoh Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Ditetapkan dari Pohon Kinerja

Tujuan Indikator Tujuan Target
Menurunnya Angka Kemiskinan X5
Kemiskinan

Sasaran Strategis Indikator Sasaran | nl | nll | nHI | nIV | n.V

Meningkatnya Rata-rata lama | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
Pemerataan sekolah
Pendidikan

Indikator kinerja tujuan dan sasaran contoh diatas sebelumnya sudah ditetapkan
dalam penyusunan pohon kinerja. Sedangkan target ditetapkan dengan
mempertimbangkan kondisi awal periode perencanaan dan kondisi yang diharapkan
terjadi pada periode akhir perencanaan.

2. Menetapkan Kinerja Strategis Urusan/Bidang Urusan sebagai Tujuan dan Sasaran
Strategis dalam Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan kinerja strategis urusan/bidang urusan
sebagai tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan strategis perangkat daerah.
Perencanaan strategis perangkat daerah menggambarkan peran penting dan strategis
suatu pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan
daerah dan menjelaskan alasan keberadaan (eksistensi) perangkat daerah tersebut.
Dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, dapat
menggunakan prinsip-prinsip dalam menerjemahkan kinerja ke komponen

perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya.
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3. Menetapkan Kinerja Taktikal sebagai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan
Langkah selanjutnya dalam rangka pencapaian kinerja utama, perangkat daerah
menetapkan program dan kegiatan dengan mengacu pada peraturan yang diatur oleh
Kementerian Dalam Negeri. Agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan lebih
spesifik ukuran keberhasilannya, perangkat daerah menetapkan sasaran program,
indikator program, dan targetnya, serfa menetapkan sasaran kegiatan, indikator
kegiatan, dan target kegiatan dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja
manajerial. Contoh berikut mengacu pada gambar 14 diatas, menuangkan Kinerja
manajerial pada pohon kinerja ke program dan kegiatan, sasaran program, sasaran
kegiatan, indikator program dan indikator kegiatan:
Tabel 4. Contoh Menetapkan Kinerja Taktikal Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program : | Pengelolaan Pendidikan

Sasaran Program : | Menurunnya penduduk putus sekolah

Indikator Program : | Angka Putus Sekolah SD

Target Program 3 |tk

Nama Kegiatan : | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran Kegiatan : | Meningkatnya partisipasi Pendidikan nonformal

Indikator Kegiatan : | Persentase penduduk putus sekolah yang
melanjutkan pendidikan pada program Kejar
Paket A/B/C sampai tamat

Target Kegiatan s XX

Anggaran : | Rp.000,-

4, Menetapkan Kinerja Operasional sebagai Sasaran Subkegiatan
Langkah selanjutnya adalah perangkat daerah menetapkan subkegiatan yang akan
dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang diatur oleh Kementerian Dalam
Negeri. Agar Subkegiatan yang telah ditetapkan lebih spesifik ukuran
keberhasilannya, perangkat daerah menetapkan sasaran subkegiatan, indikator
subkegiatan, target subkegiatan, dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja
operasional. Contoh berikut mengacu pada gambar 14 diatas menuangkan kinerja

operasional pada pohon kinerja ke subkegiatan serta sasaran dan indikatornya:
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Tabel 5. Contoh Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran Subkegiatan

Nama Subkegiatan : | Pengelolaan dana BOP  Sekolah
Nonformal/Kesetaraan

Sasaran Subkegiatan : | Tersalurkannya dana BOP ke Lembaga
Pendidikan Nonformal

Indikator Subkegiatan :|Jumlah Lembaga Nonformal vyang
menerima dan mengelola dana BOP

Target Subkegiatan 2o -

Anggaran : | Rp.000,-

2.1.2.1.Langkah-langkah mendistribusikan pohon kinerja dan cascading ke setiap
jabatan

Distribusi pohon kinerja ke setiap jabatan pada Pemerintah Daerah mengacu pada
klasifikasi level kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (gambar 14). Berikut panduan
dalam mendistribusi kinerja tiap jabatan pada Pemerintah Daerah:
Kinerja strategis daerah sebagai ukuran kinerja Kepala Daerah
Kinerja strategis bidang urusan sebagai ukuran kinerja Kepala Perangkat Daerah
Kinerja taktikal (intermediate outcome) sebagai kinerja Administrator

e p T p

Kinerja taktikal (immediate outcome) sebagai kinerja Administrator/Jabatan
Fungsional Madya
e. dan operasional (ouiput aktivitas) sebagai kinerja Pengawas/Jabatan Fungsional
Muda/Ketua Tim.

Dalam mendistribusikan pohon kinerja menjadi kinerja setiap jabatan pada suatu
instansi pemerintah, perlu memperhatikan mandat dan ruang lingkup kerja setiap struktur
jabatan. Sebagai contoh, kinerja “menurunnya penduduk putus sekolah” dalam struktur
jabatan yang terbagi pada 2 bidang, yaitu bidang pengelolaan Sekolah Dasar, dan bidang
pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, sehingga distribusi kinerja disesuaikan, yaitu
“menurunnya penduduk putus sekolah SD” untuk bidang yang menangani Sekolah Dasar,
dan “menurunnya penduduk putus sekolah SMP” untuk bidang yang menangani Sekolah
Menangah Pertama. Selanjutnya, distribusi kinerja jabatan ke kinerja individu mengacu
Peraturan Menteri PANRB terkait manajemen kinerja ASN atau peraturan lain yang berlaku.
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2.1.2.2.Penggunaan Kamus Padanan Indikator berbasis Kebutuhan dengan
Indikator berbasis Penyeragaman
Dalam rangka sinkronisasi indikator berbasis kebutuhan dengan indikator berbasis
penyeragaman perlu diterapkan kamus indikator padanan. Kamus indikator ini digunakan
ketika penyusunan pohon kinerja dan cascading.

Nama Indikator Nama Indikator

Indikator Outcome/Output SIPD/Kemendagri

54 indikator Jumlah Arsitektur Kinerja sasaran Jumilah Dokumen Hasil
Sub strategis tidak tercapal yang terevisi Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja

55 Indikator Jurnlah aplikasi interoperabilitas esakip jumlah Dokumen Hasil
Sub dan TRK {1 Fitur) Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja

56 Indikator Jumlah Fitur sistem perbaikan kinerja Jumiah Dokumen Hasil
Sub yang diterapian Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja

Untuk mengakses kamus indikator ini dalam dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Login melalui https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip/login melalui akun masing-
masing perangkat daerah atau alamat link penggantinya.
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2.1.2.3.Penyajian Pohon Kinerja (Logical Framework) dan cascading secara
digital

Pohon kinerja dan cascading dituangkan secara digital pada aplikasi Jabar makin
pasti (Jawa Barat Manajemen Kinerja Terintegrasi)

Gambar 15 Pohon Kinerja Digital dan Cascading Digital

berikut.
1. Login melalui https:/kinerja.jabarprov.go.id/sakip/login melalui akun masing-masing
perangkat daerah atau alamat link penggantinya;
2. Pilih “Sasaran Strategis Perangkat Daerah” dan klik “tambah”
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Pilih “Kinerja Program” dan klik “tambah”
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2.1.2.4.Verifikasi dan Validasi Pohon Kinerja dan Cascading
Pohon kinerja dan cascading disusun oleh perangkat daerah melalui konsinyering
dengan tim sakip pemerintah provinsi Jawa Barat sekior perencanaan kinerja. Validasi
pohon kinerja dan cascading dilakukan oleh Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2.1.3. Penerjemahan Pohon Kinerja dan Cascading ke dalam Perjanjian
Kinerja
Setelah pohon kinerja diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja dan

DPA, selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK). Ketentuan ketentuan dalam

menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebagai berikut:

A.

Kepala Perangkat Daerah menyusun PK paling lambat satu bulan setelah dokumen

anggaran disahkan.

PK ditandatangani secara elekironik oleh Pimpinan Instansi (penerima amanah) sebagai

tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja dengan Gubernur Jawa Barat sebagai

persetujuan atas target kinerja yang diperjanjikan.

Format penulisan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1) Jenis Huruf : Arial ukuran 12

2) Kertas Ukuran : F4 80 gram

3) Spasi:1,5

4) Margin : Atas 2,54, bawah 2,54, kanan 2,54, kiri 2,54

5) Orientasi : Potrait

6) Logo : Warna dan ukuran sesuai tata naskah.

Penandatanganan PK Perangkat Daerah

1) Dilakukan mengacu kepada Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat;

2) Dokumen PK perangkat daerah dikirim melalui account JPT (sebagai Konseptor);

3) Ketentuan judul PK adalah sebagai berikut:

LOGO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PROVINSI JAWA BARAT

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
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2)

3)

1)

2)

Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

LOGO
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

PROVINSI JAWA BARAT

Adapun ketentuan PK Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Batang tubuh pada PK Perubahan tahun 2022 berisi sesuai dengan PK perangkat
daerah anggaran APBD Mumni tahun 2022.

Titimangsa pada PK Perubahan tahun 2022 pada tanggal 27 Juli 2022

. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah melalui SIDEBAR

1)

2)

Pada menu ‘Tandatangan Multi File’ di bagian ‘Aksi’ dibuat menjadi 3 (tiga) level
Pemaraf, terdiri dari JPT (Kepala Badan/Dinas/Biro), Sekda, dan Wakil Gubernur;
Penandatangan adalah Gubemur.

Contoh Format Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Mo Sasaran Strateges ndiAstor inerna Target
PERJANJAN KINERJA TAHUN 2022 7 7 T 1
HEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 z ¥ T e T
PROVINS! JAWA BARAT s KN g Pt e
Berviegeitas. Newsi Do Berkineria Tingyl Pae
Coom e scfear marsemes peveiriahar gEng seaid
dar: sklabe sevia Dreorestne: paca mam KT vang berlardatargst G Sesan ~O PROGRAM AnGEARAN KETERANGAN
Brogram Pamungmg Unutan Pevedintafion Rp 35 128886 873 APED
Harea Br . W YERRY YANUAR MM Daerah P
s
WEPECAWMIAN a X
— KEPALA BADAN DAERAN 2 Progam Kepegeesion Daean Ro 46646860 W50 APSD
PROVING! JAWA BARAT
Setamutrys Ssetut PIHAK FESATU
Sarma MOCHAMAD RIDWAN KAWL
xtatan GUBERNUR JAWA BARAT S i
Seiaks s PRAK KESATU. seisanya Grmbul SHAK SEDUA S S P

SRAR KESATU bevary shan mewuasdian argel 40rna varg seharusnyl ses [ = Eeesmosaccaes
ampean peravan m dolm ragka mercaps frgel keesa gngka menerpah yang
aan faget Ninena tersebul mengad

g swas Kam

Srad KEJUA 3030 Teakuban supervs: yang dPerues Sers shan retansan
SvELAE BTN CIOBAnN LNera SF pEnarsan o Ca meegaTol wndsan sarg
deerihar Jaan mwpa perdenan perghargass dan marks

Bargoy 7 S 2021
Prial sEDUA, PIHAN KESATY
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Contoh Format Perjanjian Kinerja Perubahan

: . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
3 d BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ™ Sasaran Stategis ndiator Kinena Target
PROVINSI JAWA BARAT 7 3 3 Y]
Dalam rangka " armere g jarg etest! UasONEn BEL dhan ASH yang Frok Tneks usten: Meri W5 |
Q3N shuUTabe 31T DErONeNtaN DA Rasd KT jang DENaNGatangan & Dawan M Serrtegritas Netral Dan Berhinena Tinggl Pom
HNama Dr. . H. YERRY YANUAR, M.M. - XETE
Jatatan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAFRAH . 95 130,008,873
PROVINSI JAWA BARAT PIOMNEEAONAE T -
Seianstrya Ssebut PIAK KESATY Daerah Provins
Program Kepegawman Daerah Rp 16 646 449 950 APBD
Hama MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Jabatan GUBERNUR JAWA BARAT
Seaku stasan PIHAK KESATU, serputnya deebut PIHAK KEDUA
Bandung 15 Juh 2022

FrraR KESATU pefany 8han MewLiadan Wrgs! inena yang sehansnyd sesua
ISMOIT PANSNEAN N, ST TANJKA MARCARSE TIDA! kINETa [aNgKa Menengah yang
craksanakan dalam DIOJTIM 4an kegAtan sepert jang telan dietaph an daiam Sckurmen
5 L dar hegage. gt Lnena tersetut mergad
Langours Jawas Kam.

PIHAK KEDUS aban medahib sn supervas yang doenuban seda shan meiakuban
Sedluds IEMMAC CIDEAN KNG 33N DENANEAN M 280 MENGAMDI DAOMAN yang
COEULSN SR TANGKa DEMDENEN DeNChargaan dan eenks

Bandung, 15 Juk X002
PIMAK KEDUA PIHAK KESATU

2.1.4. Penerjemahan Pohon Kinerja dan Cascading ke dalam SKP

Penerjemahan pohon kinerja ke dalam SKP menggunakan pendekatan Manajemen
Kinerja Terintegrasi. Pendekatan ini merupakan sebuah konsepsi inovatif Pemerintah Provinsi
Jawa Barat yang mengintegrasikan sistem manajemen kinerja institusi dengan sistem
manajemen kinerja Individu. Secara kongkrit Sistem Manajemen Kinerja Instansi
Pemerintahan Teritegrasi di Jawa Barat diwujudkan dalam bisnis proses Interoperabilitas
Aplikasi JABAR - SEMAKIN PASTI dengan TRK. Proses bisnis ini menjamin adanya sistem
dan fitur berbagi pakai data secara terintegrasi antara Aplikasi JABAR - SEMAKIN PASTI
(sistem manajemen kinerja intitusi) dengan Aplikasi TRK (Sistem Penilaian kinerja individu).
Interoperabiltas Aplikasi JABAR - SEMAKIN PASTI dan TRK bertujuan untuk:
Menciptakan single input sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja
Sinkronisasi kinerja institusi dengan kinerja individu
Efisiensi dalam monitoring kinerja

Lo

Pengelolaan data base kinerja terintegrasi (kinerja institusi dan kinerja individu)
Interoperabilitas Aplikasi JABAR - SEMAKIN PASTI dan TRK menjamin adanya
korelasi antara kinerja Gubermur sampai dengan kinerja pelaksana, sehingga kedepannya

bentuk — bentuk inovasi apapun harus mengarah kepada Indeks Kinerja Utama (IKU)
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Gubemur. Bisnis proses Interoperabilitas Aplikasi JABAR - SEMAKIN PASTI dengan TRK
tersebut mendorong review kinerja tingkat organisasi dan individu, penerapan budaya kinerja
pemberian reward Individu melalui “Employee of the month” dan pemberian reward Perangkat
Daerah melalui “Raport Kinerja”, mendorong terbangunnya sistem pengendalian program
lintas fungsi serta mendorong penyajian narasi laporan kinerja yang informatif dan
bermanfaat.

llustrasi penerjemahan pohon kinerja ke dalam SKP dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 16 Pener]emahan Pohon Kmerja ke dalam SKP

Continuows 1mpmvemem e '_ inisiatif stmegxsz

integras: SKP lndswdu dengan Arsrtektur Kiner] a Orgamsas:

Cascadi salal ! SKP salah satu PNS pada aplikasi TRK
{Pohon Kinerja ety SN } p,:m Cascadmm 3} Yang ditransfer dari Cascading
dokumen perencanaan)

Dalam penyusunan SKP, setiap PNS mengakses aplikasi TRK dan menarik data
pohon kinerja yang tertuang didalam aplikasi Jabar Makin Pasti. Adapun langkah langkah
penyusunan SKP melalui interoperobilitas aplikasi Jabar Makin Pasti dengan TRK adalah
sebagai berikut:

1. Login ke Aplikasi TRK
2. Pilih fitur Input SKP utama pada menu Rencana Kerja
3. Pilih “sinkronisasi kinerja institusi”

2.1.5. Penerjemahan Pohon Kinerja Ke Dalam Rencana Aksi

Untuk mengetahui tahapan logis dari setiap output/sasaran sub kegiatan maka
disusun rencana aksi. Rencana aksi adalah tahapan logis untuk mencapai output/sasaran sub
kegiatan. Rencana aksi disusun melalui mekanisme interoperobilitas aplikasi TRK dengan
aplikasi JABAR MAKIN PASTI (ESAKIP) yaitu menyusun langkah aksi untuk setiap output
dengan cara menarik data IKI bulanan setiap PNS pada SKP PNS.
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Fragaama— =i et

PENERAPAN RENCANA AKSI TERINTEGRASI IKI BULANAN SKP

Rencana Aksi Rencana Kinerja Bulanan
: {iK! Bulanan}

1Kl Bulanan salah seorang PNS pada aplikasi
TRK ditransfer otomatis ke Rencana Aksi
___padaesakip

« »

2.1.6. Perbaikan Perencanaan Kinerja berdasarkan LKIP

Pohon kinerja dan cascading diperbaiki berdasarkan umpan balik (feedback) dari
rekomendasi perbaikan hasil analisis LKIP. Informasi/analisis LKIP terkait dengan faktor faktor
yang menyebabkan kegagalan kinerja beserta upaya perbaikan yang dilakukan pada Bab lli
LKIP ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen perencanaan. Perbaikan dimaksud dilakukan
melalui sistem perbaikan kinerja sebagai berikut.

LKIP Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan
melalui Sistem Perbaikan Kinerja

| [KIP Tahup SISTEN

PERBAIKAN

2022 KINERIA
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Informasi Before and

e : - Perbaikan cascading dan After outcome
Identifikasi kinerja tidak tercapai S Analisis penyebabkegagalan m)  pokumen Perencanaan ™ stmeg{mw

o i S e ———

Sistem Perbaikan Kinerja atau dikenal dengan Sistem Kinerja Pakai Hati (Perbaikan
Kinerja Tiada Henti) menemukenali kinerja mana pada cascading yang tidak tercapai untuk
didiagnosa penyebab kegagalannya. Hasil diagnosa kemudian ditindaklanjuti dengan
perbaikan cascading tahun berikutnya yang diikuti dengan penyesuaian dokumen

perencanaan dan penganggaran.

2.1.7.Perbaikan Perencanaan Kinerja berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi

Dokumen perencanaan diperbaiki berdasarkan umpan balik (feedback) dari
rekomendasi LHE Kemenpan RB maupun Inspektorat. Rekomendasi yang tertuang didalam
LHE ditindaklanjuti dengan matriks rencana aksi tindak lanjut LHE. Matriks rencana aksi
dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7 Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE Tahun 2022
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2.1.8. Sistem Penilaian Jenjang Kinerja

Untuk menjamin setiap pengampu kinerja sudah mengampu level kinerja yang sesuai,
maka diterapkan sistem penilaian jenjang kinerja. Melalui sistem ini diukur apakah sasaran
dan indikator sudah memenuhi kaidah perjenjangan kinerja dan kaidah indikator SMART atau
belum. Kriteria kriteria perjenjangan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis RPJMD harus memenuhi kriteria Ulftimate Outcome
(berorientasi hasil) diampu oleh Kepala Daerah.

2. Sasaran strategis Renstra harus memenuhi kriteria Infermediate Outcome bidang
urusan (berorientasi hasil) diampu oleh Kepala Perangkat Daerah Daerah.

3. Sasaran program harus memenuhi kriteria Intermediate Outicome sub bidang
urusan diampu oleh Jabatan Fungsional Madya/Administrator.

4. Sasaran Kegiatan harus memenuhi kriteria /mmediate Outcome diampu oleh
Jabatan Fungsional Madya/Administrator.

5. Sasaran Sub Kegiatan harus memenuhi kriteria Oufput diampu oleh Jabatan
Fungsional Muda/Pengawas/Ketua Tim.

Before SISTEM EVALUASI JENJANG KINERIA Rekomendasi Perbaikan

I I
I I
Iag; Pertumbuhan PDRS Sektor Perdagangan | W Pertumbuhan PORS Sekior Perdaganeant
b i |
i i
I |
1§ 1
- |

I

2 PDRB Industri Non Migas

3 Laiu Pertumbuhan Ekspor Non Migas

‘3 Laiu Pertumbuhan Ekspor Non Migas

|
| ® i M —
o MR | L

2.2_.Eviden Penilaian Perencanaan Kinerja
Standar Evidence Perencanaan Kinerja

1.1.Perencanaan Kinerja Telah Tersedia (pemenuhan)

1.1.1. Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

PEDOMAN SAKIP

PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG TATA KELOLA SAKIP
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1.1.2. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)

1.1.3. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

LEVEL INSTANSI (RPIMD)

. e Tt

?'.

PERDA TENTANG RPIMD

LEVEL PERANGKAT DAERAH
(RENSTRAPD)

PERKADA RENSTRA

1.1.4. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek
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1.1.5. Terdapat Dokumen Perencanaan Aktivitas yang Mendukung Kinerja

RENCANA AKSI

kR FiEr iy 5 = aagetss o : e Extaie

i

[BADAN PENCLITIANDAN  [Meningkatnya hasi Paorsentase hasii kelithangan yang |PROGRAM PENUNIANG Petentanaan ¥ . rencana  [Laporan hast

[PENGEMBANGAN DAERAH Helithangan vang didiserminasikan kepada Peranghat [LRUSAN FEMERINTAHAN Pengan ggaran, dan Dokumen penyusunan dokum en [Pembabasan rencana
dhdiserns nasikan kepada Daerah dan Biro Pemprov. labar/ DAERAH PROVINSI Evatuasi inerja Perenc anaan #ena Tahun 2023 penyusuna Dokumen
[Perangkat Daerah danBiro  [Pemerintah Kab DanKotadi Peranghat Daerah Perangiat Daersh Renia Tahun 2023
Pernprov jabar/ Pemerintah | labar/ Masyaryiat/ Dunia Usaha/
Kab. Dan Korad: tabat/ Pihak Lannya Meriyssun draft i aporan hasi
Masyar skt Dunia Usabal dok gen  [Pembahasan draft
Pihak Lsinnya s Rerya Tabun dokumen Rancangan

2023 Awal Renza Tahun 2023

1.1.6. Terdapat Dokumen Perencanaan Anggaran yang Mendukung Kinerja

PERDA APBD

LA A s A

DORUMEN PELAKSAN AW
AHOQGARAN PERGESERAN

1.2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik, yaitu
untuk Mencapai Hasil, dengan ukuran Kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara Logis,
serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (Crosscutting). (Kualitas)

1.2.1. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Diformalkan

RPIMD RENSTRA RENCANA KINERIA

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
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1.2.2. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Dipublikasikan

“RENSTRA
e
. PERJANIIAN . CONTOH VIA WEBSITE/
KINERIA e APLIKAS!
TAHUN 2022 =
-
cascaDinG =

Lt

1.2.3. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Menggambarkan Kebutuhan Atas
Kinerja Sebenarnya yang Perlu Dicapai

DINAS SOSIAL

* MENUJUKAN KINERJA STARTEGIS DAERAH
(ULTIMATE OUTCOME)

* KINERJALINTAS BIDANG URUSAN

* MENJAWAB ISU STRATEGIS DAERAH

* MENUJUKAN KINERJA BIDANG URUSAN
(INTERMEDIATE OUTCOME)

* CSF DARI ULTIMATE OUTCOME

* MENJAWAB ISU STRATEGIS BIDANG URUSAN

1.2.4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) Telah Jelas Menggambarkan
Kondisi Kinerja yang Akan Dicapai

1 DINAS PERINDUSTRIAN Meningatnya perdagangan PDORE Sektor

DAN PERDAGANGAN dalam negen Perdagangan
* MENUJUKAN KINERJA BIDANG URUSAN
2 DINASPERINDUSTRIAN  Meningkatnya ekspor non Lo pertumbuan (INTERMEDIATE OUTCOME)
DAN PERDAGANGAN magas Jawg Barat ekspor non migas « CSFDARI ULTIMATE OUTCOME
3 DINAS PERINDUSTRIAN meningkatnya pertumbchan BDRE industn Non * MENJAWARB ISU STRATEGIS BIDANG URUSAN
DAN PERDAGANGAN ndustn manufaktur dh Jawa Migas

Barat

36



1.2.5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Telah Memenuhi Kriteria
SMART

PENILAIAN JENJANG KINERJA

REKAP HASIL PENILAIAN JENJANG KINERJA

1.2.6. Indikator kinerja utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja

utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable -
tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).

Tabeld.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator
BKD Provins!

Jangka Menengah
Jawa Barat 2018 - 2023 Versi Sebeium dan Sesudah

" mEE) CONTOH SALAH

TERJADI PERUBAHAN DALAM 1 PERIODE
PERENCANAAN STRATEGIS

|
i

J:111

=== IEE) CONTOH BENAR

SUSTAINABLE - TIDAK SERING DIGANTI DALAM 1
T e e e paree PERIODE PERENCANAAN STRATEGIS

e L

i
§
ﬁli:'

Tasaan
i}

2 Werpa Rasws | Vo hasas |
e
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1.2.7. target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai
(achievable), menantang, dan realistis.

TABEL4.2
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2018-2023

310 330 350 370 390

VAVAVRV

Target dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

L omeran AN W INDEKSSSTEM
MERIT

1.2.8. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang

berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai
di setiap level jabatan (cascading).

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

MEMILIKI KAUSALITAS

MEMILIKI KAUSALITAS

MEMILIKI KAUSALITAS
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1.2.9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan
kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).

Lt

1.2.10. Setiap Unit/Satuan Kerja Merumuskan dan Menetapkan Perencanaan
Kinerja.

CASCADING SEBAGAI LAMPIRAN
RPJIMD/RENSTRA/ESAKIP HASIL
VALIDASI

1.2.11. Setiap Pegawai Merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja
CASCADING




1.3.Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil yang
Berkesinambungan. (Pemanfaatan)

1.3.1. Anggaran yang Ditetapkan Telah Mengacu Pada Kinerja yang Ingin
Dicapai

Fimer Satuam fen

Tobeks STESNDUTIRAN Dikte FERCAGAMERN ¥ v

et BEOCAIN EreUnANG LRI Serzanam Searg Wi Do s Snang 4 smna i
A © tras SR g PR R Sk ST Az BmerLan Caret.

oias s B nouty  POREISam s BOISE  PROORAN DEASNTRMAN DAN Peryvionan Maeape. din Lok oo, briroian G0 SRS Prmberis st

SEAALANGAN e [ FIMBINGLNAN FTUSTH Raicany Bwnang.mam 3 Fioees o Betan et AL

] CEreRS PERMEATTRIGN DAN. ARG PerLmBUtan U FTRE ey o st PAOGRAM PEtaLtisfiG LRLLAN Al Jmm PICEVGRE et al RN IPORED PITEES LTA RO BN BaGunan
FRLLRNCAN madcts v Barwt Ahgat PRI A ORERA BRIV L Ot

4 5 AN D PORE G b e SROGRANS SENUNAMNT UBUTAN ST gt R arg e Deer Feryediaan e Semeitorsee Suve Sersbhucsm gk G
CHRGAGANSAN Mt 3 e St ogn FNTRINIARAN DA PROVNS Byanang LeAsn Demancdition Gherie Serinan i age Dt DpSransl i Lsprg

5 peg 2am ol st mat,  POREWOSMN Wor MSIEE  PSOGRAM DPNUPLIANG LRLSAN Feryvaan st Fearyrng Ve Ferywiasn i St Maryarat 4TI
PPDRGANCAN it S s bar G FEMERINTReA CATRAN PROPNT e mlgar s

L Dl MEANDUSTRMA Tl aenvakiied seflesibubis ASath  SDRE AN Nor  BRLIS  PEOGAAN FNUNASS LSRN Frevedan i bmomp L Semadae A Pegvan Lo Cptze
FREOACANIAY it b el bas g SAETTESAN Dk OV St et

1.3.2. Aktivitas yang Dilaksanakan Telah Mendukung Kinerja yang Ingin
Dicapai

Bmakuan Butan Ke
At e inaikator

todikater | Tepon Wegwtan Target
Py Kitviaia

Wrnemia

58 DoAY Mecdapetys  PURE Sestor WASE  GRAM Pecowgunen  Serbican et bty . 8 ® o o & o ® ] o ] 4
S - e caxyal iy
LAY Baer pege bk oA e geean sy
PERCGARGAN (84 TR Pt Dabrivas  Pusat



1.3.3. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang dicapai dengan
baik atau setidaknya masih on the right track.

Satuan Kerja

1 DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN

2 DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN

3 DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN

Sasaran

Meningkatnya
perdagangan dalam
neger:

Meningkatnya ekspor
non migas Jawa Barat

meningkatnya
pertumbuban industri
manutaktur di Jawa
Barat

indikator

!
1
!
|
|
!
i
!

PDRB Sektor
Perdagangan

Laju
pertumbuhan
ekspor non
migas

PORB Industri
Non Migas

1

— e

Capaian Tahun 2021

i

o

2.88 5.7 54514

856.79 24351 1032

1.3.4. Rencana Aksi Kinerja dapat Berjalan Dinamis Karena Capaian Kinerja
Selalu Dipantau Secara Berkala.
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1.3.5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan Kkinerja
yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Identifikasi kinerja tidak tercapai = Analisis penyebab kegagalan w  pokumen Perencanaan ™ After

— —

1.3.6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja
dalam Mewujudkan Kondisi/Hasil yang lebih baik.
Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Identifikasi kinerja tidak tercapai = Analisis penyebab kegagalan Q Dokimen Pitincsraan TP After
E]
1.3.7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen
dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
SAYA PAHAM .5 =y
KINERJA JAWA BARAT

KINERJA GUBERNUR

Terwuisdnye iavRs MR Aelola pemerTlanan yang smart

Bersih dan akuntabel
Reformas: Baokras: (kategor BB)

NAMA
YERRY YANUAR

JABATAN'
KEPALA BADAN KEPE GANAAN DAERAH

PERANGKAT DAERAN:
BADAN KEPEGAWALN DAERAS '
KINERJA PERANGKAT DAERAH
TUGAS Mewuisdhan ASN yang profesiongl, berinlegiian netral dan

Berkmeryy oG
(mdeks Sistemn Mot 375 5 Poiat)

i

stk gk an fuge: pECUTRaNd windl peier Paben bdang
CpRCELES et pengataan pombsetersan dan rformas:
SEPRGRARET MAZS 337 PIOMNS PENGRTOINGE HE FL seta
penisan kinefis aparatu dan cenghargaan yang mengsd
-wang-n Damrar foumns melahasnahsn bGas Sehor send
samoe dengan ddbentub Sekretanst Tusertis setagar saed
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1.3.8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah direncanakan.

SAYA PAHAM 2
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BAB il
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA

3.1.Jenis jenis Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari pengukuran
kinerja tahunan, triwulanan dan bulanan. Pengukuran Kinerja adalah proses menjamin
adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan
melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

3.1.1. Pengukuran Kinerja Tahunan secara Berjenjang

Pengukuran kinerja tahunan dilakukan secara berjenjang yaitu pada kinerja
sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran sub kegiatan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap realisasi
kinerja 7 informasi kinerja sasaran strategis perangkat daerah. Pengukuran terhadap
7 informasi sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6. Data Pengelolaan Kinerja Sasaran Strategis

i
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Sasacan Srstagh/indistar Cinerfs| Terget Tabun: Pningian] | Dorieipient | oo st Nasgtes
ber. Anakie 2021

Reainan
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Tahaen 2021
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Keterangan:
P1 adalah perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai/dievaluasi

P2 adalah perbandingan antara realiasasi tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan perbandingan capaian tahun yang dinilai dengan

tahun sebelumnya

P3 adalah perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

P4 adalah perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan capaian nasional

P5 adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
P6 adalah program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

P7 adalah efisiensi penggunaan anggaran. Untuk efisiensi anggran dengan rumus target dikurangi realisasi dengan syarat capaian |IKU 100%.
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Pengukuran kinerja secara berjenjang juga dilakukan melalui Aplikasi Jabar
Makin Pasti seperti gambar di bawah ini. Pengukuran kinerja tahunan melalui aplikasi
Jabar makin pasti dilakukan terhadap sasaran strategis, sasaran program, sasaran
kegiatan, dan sasaran sub kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja setiap tahun.
1. Jenjang Sasaran Strategis

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Sasaran Strategis
Perangkat Daerah
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2. Jenjang Sasaran Program

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja Program Perangkat
Daerah
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3. Jenjang Sasaran Kegiatan
Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja Kegiatan
Perangkat Daerah
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4. Jenjang Sasaran Sub Kegiatan
Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
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3.1.2. Pengukuran Kinerja Triwulanan
Pengukuran kinerja triwulanan menggunakan rapor kinerja. RAPOR

KINERJA MOLI (More Output Less Input) merupakan Alat Ukur kinerja digital
bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan
dari dibuatnya Rapor Kinerja yaitu untuk membangun kultur kinerja baru dalam
pengukuran kinerja yaitu dengan menggunakan pendekatan hasil kerja
dibanding penyerapan.
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Rapor Kinerja memiliki karakter yang berbeda dengan instrumen
pengukuran yang lain. Rapor Kinerja mengukur secara riil kinerja sebenarnya
yang dihasilkan perangkat daerah. Rapor Kinerja mengukur kinerja secara
berkala yaitu triwulanan dan tahunan. Level Kinerja yang diukur oleh Rapor
Kinerja meliputi kinerja output yang akan berkontribusi terhadap Immediate
Outcome, Intermediate Outcome, dan Ultimate Quicome. Qutput merupakan
Sasaran sub Kegiatan, Immediate Outcome merupakan Sasaran Kegiatan,
Intermediate Outcome merupakan Sasaran program dan Ultimate Outcome
merupakan Sasaran Strategis.

Rapor Kinerja berfungsi sebagai sistem perbaikan kinerja Triwulanan.
Perangkat daerah setiap Triwulan diukur sejauh mana pencapaian output. Jika
ditemukan ada Output yang tidak tercapai di setiap Triwulan maka akan di
diagnosa dan diarahkan untuk diperbaiki kinerjanya pada Triwulan berikutnya.

Rapor Kinerja juga berfungsi sebagai bentuk reward and punishment
non finansial. Setiap Triwulan perangkat daerah mendapatkan ranking.
Ranking yang diberikan kepada perangkat daerah dapat memicu perangkat
daerah untuk berkinerja lebih baik kedepannya.

Rapor Kinerja memastikan setiap pimpinan maupun ASN untuk
memantau secara langsung atas capaian kinerjanya. Capaian Kinerja

dinotifikasi oleh rapor kinerja ke handphone JPT memastikan adanya
pemantauan kinerja oleh JPT. Berikut tampilan pada Aplikasi eSAKIP Jawa
Barat.

Gambar Diagram Rapor Kinerja Perangkat Daerah
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Gambar Ranking Rapor Kinerja Perangkat Daerah
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Adapun langkah-langkah pengukuran kinerja melalui rapor kinerja pada
aplikasi eSAKIP Jawa Barat oleh masing-masing perangkat daerah adalah
sebagai berikut:

1. Login melalui alamat hitps:/kinerja.jaba
link penggantinya

Berikut tampilan saat login, masukan usemame dan password dan pilih
tahun kinerja yang akan dilakukan input.

fur Fonmnjs Arstabir Kirory Cress Cotting

2. Masuk ke menu Kinerja Sub Kegiatan
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3.1.3. Pengukuran Kinerja Bulanan

Pengukuran kinerja bulanan dilakukan terhadap sasaran strategis, sasaran
program, sasaran kegiatan, dan sasaran sub kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja setiap bulan.

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Bulanan Perangkat Daerah
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3
Pengukuran kinerja bulanan dilakukan terhadap rencana aksi

Karena Rencana aksi disusun melalui mekanisme interoperobilitas aplikasi
TRK dengan aplikasi JABAR MAKIN PASTI (ESAKIP) yaitu menyusun langkah aksi
untuk setiap output dengan cara menarik data IKI bulanan setiap PNS pada SKP PNS,
maka pengukuran kinerja rencana aksi menggunakan mekanisme yang sama.

PENERAPAN RENCANA AKSI TERINTEGRASI IKI BULANAN SKP

Realisasi Rencana Aksi Laporan IKI Bulanan Individu

IKI Bulanan salah seorang PNS pada aplikasi

TRK ditransfer otomatis ke Rencana Aksi
pada e sakip

&« M
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3.2.Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
3.2.1. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja eSakip

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja berbasis pohon kinerja meliputi:

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERIA

PELAXSANA AU BARY
AKTIATAS EASUBAG KEPALA PERANGRAT BRO BiA DAN WAKTU
ies PELARSANA PERENCANAAM SEXRETARIS PD DAERAH BPKAD BIRO ORGANISASH | KELENGLAPAM (e} ouTeuT
DAN PELAPORAN
NPT DATA RELASAS CAPAAN UINERIMA
SARAN  STRATEGS,  SASARAN Dfﬁ-- S
L FROGRAM, SASARAN  KEGATRN, douurman DORUAEN
SASARAN SUB (EGIATAN, DEN LANGKAS

Ax5! PADA RPULAS! ESAKP

VERMAS) DATA RELASAS CAPALN

ONERIA PADA APUKASE EA09 G doumsn DOKUMEN

3 | VERVIRAS: REASASI KTuANGAN PADA
APURASI ESAKP e ! ey DR

SIMAY  DAN  NOTRIMAS  RAPDRT

4 | wnzma  Dan  DSRLAY  CAPRAN (:)M bebdhcnchiias

APLICASE ESAKIP
KEUANGAN BaDM APUKAS! TRX

1. Input data realisasi capaian kinerja sasaran strategis, sasaran program, sasaran
kegiatan, sasaran sub kegiatan, dan langkah aksi pada aplikasi esakip

2. Verifikasi data realisasi capaian kinerja pada aplikasi esakip

3. Verifikasi realisasi keuangan pada aplikasi esakip

4. Display dan notifikasi raport kinerja dan display capaian keuangan pada aplikasi TRK

3.3.Eviden Penilaian Pengukuran Kinerja

Standar Evidence Pengukuran Kinerja

2.1.Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan (pemenuhan)

2.1.1. Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pegumpulan Data
Kinerja.

PERATURAN KEPALA DAERAH
PEDOMAN SAKIP TENTANG TATA KELOLA SAKIP

PEMERINTAH DAERAH
¥ PROVINSI JAWA BARAT

Swatep s pemcriiah. Pengaasran kinegs merupskan hisll
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wackitator knefa krgatan yang berupa mddaton indikatos masidon,
ferlaran, hasil mantast. dan dern ek

Pengalosran kineria harus menjevat Persangan Kineria, dan
uniuk tingkat Praviesi hans membandinglow realisasi kinevis
dengan tanget jangks menengih yang terdapst dalam dekuen
prrenanasn sraegs (rputssst (RENSTRA} dar: memdssndingian
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62 Keruagka Pengukuras Kinerja
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2.1.2. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja.

RPIMD AWAL Pembahasan RPIMD

% 2020 2021 2012 2023 2020 2021 2022 2023
607-631  SAR-S72 489513 430-45¢ S13-812  802-799  791-788  776-773 'eeVerdDmembe
813-812 LTS 767764 754750 Target perubanan
rgeasad s P, - A% [__'L]
mi i I—m""""" h i ] Badan Pusat Penduduk miskin dibitung menggunskan regres. tederhana
ropork yang dikstegorikan -~ I Statistik (BP5). antaca variasi PDRB perkapita dan
oleh HO-PO mesunikkan e Ehocomi Mot~ Metins
Derduduk meskin yang tinge) s w"'"""“ 3 as an e e

Dibahas dengan Tim Kerangka makro ek daerah provinsi Jawa Barat bersama Bappenas pada tanggal 26-28 November tahun 2020.

2.1.3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan.

SOP PENGUMPULAN DATA REALISASI KINERJIA
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2.2.Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan
Kinerja Secara Efektif Dan Efisien Dan Telah Dilakukan Secara
Berjenjang Dan Berkelanjutan. (Kualitas)

2.2.1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker)
dalam mengukur capaian kinerja
—

REALISASI SASARAN SUB KEGIATAN Notifikasi realisasi rencana

Selain eviden diatas, bisa juga menggunakan notulen pembahasan pimpinan
tentang pengukuran kinerja

NOTULENSI EVALUASI CAPAIAN KINERJA S.D BULAN MEI TAHUN 2023
Selasa, 13 juni 2023

1. BIDANG ILMATE

+ Subkegiatan perencanaan output sebanyak 2 dokumen (rekomendasi RPI Kota Cirebon
dan Kabupaten Bogor)

+« Subkegiatan percepatan, pengembangan dan penyebaran perwilayahan industri deviasi
7,17 (kuning) dan output sebanyak 6 dokumen (Laporan Sosialisasi industri hijau,
sosialisasi vokasi industri, kajian rantai pasok industri, kajian pemetaan kebutuhan tenaga
kerja industri,, kajian pengembangan industri baru, kajian pengembangan industri HALAL)

» Subkegiatan evaluasi rencana pembangunan industri belum ada output karena masih
dalam proses evaluasi RPIP yang direncanakan selesai dibulan September

+ Indikator kinerja program dengan capaian 33 industri baru
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2.2.2. Data Kinerja yang Dikumpulkan Telah Relevan Untuk Mengukur
Capaian Kinerja Yang Diharapkan.

TABEL PERBANDINGAN REALISASI DENGAN
TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Lapinas Tabun 2022

1 Memnghainys Peiientase 67 p—-S06
hAlas AN Al Penduthi
dup maspatasal Wisson

iDervan

Tervgiat LR 23
PerawgErEn
Tatteska (TPT)

2.2.3. Data Kinerja yang Dikumpulkan Telah Mendukung Capaian Kinerja yang
Diharapkan.

Perbakan cascading dan
identifikasi kinerja tidak tercapai mip Analisis penyebab kegagalan s Dokumens Pererncansan TP

|Mernghat -ya rehabitas oua i
fdasar div s cant. yang tertangan: 100 Wwe | 10818

2.2 4. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan Secara Berkala

REALISASAI SASARAN PROGRAM, PENGUKURAN KINERJA BERKALA TRIWULANAN
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BULANAN
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2.2.5. Setiap Level Organisasi Melakukan Pemantauan Atas Pengukuran
Capaian Kinerja Unit Dibawahnya Secara Berjenjang.

KINERJA INDIVIDU NOTIFIKAS! REALISASI SASARAN NOTIFIKAS| REALISASI SASARAN SUB
PROGRAM KE JPT KEGIATAN KE ADMINISTRATOR

_ < T e AR e 5

Selain eviden diatas, bisa juga menggunakan notulen pembahasan pimpinan
tentang pengukuran kinerja.

NOTULENSI EVALUASI CAPAIAN KINERJA S.D BULAN MEI TAHUN 2023
Selasa, 13 juni 2023

1. BIDANG HMATE

» Subkegiatan perencanaan output sebanyak 2 dokumen (rekomendasi RPI Kota Cirebon
dan Kabupaten Bogor)

= Subkegiatan percepatan, pengembangan dan penyebaran perwilayahan industri deviasi
7,17 (kuning) dan output sebanyak 6 dokumen (Laporan Sosialisasi industri hijau,
sosialisasi vokasi industri, kajian rantai pasok industri, kajian pemetaan kebutuhan tenaga
kerja industri,, kajian pengembangan industri baru, kajian pengembangan industri HALAL)

» Subkegiatan evaluasi rencana pembangunan industri belum ada output karena masih
dalam proses evaluasi RPIP yang direncanakan selesai dibulan September

+ Indikator kinerja program dengan capaian 33 industri baru
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2.2.6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi

(aplikasi).
MENU INPUT

APLIKASI ESAKIP

2.2.7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi

(aplikasi).
APLIKASI ESAK|

7 e = t p—
s e e e ==

£
£
-1

PENGUKURAN KINERIA

P
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2.3.Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan
Punishment, Serta Penyesuaian Strategi dalam Mencapai Kinerja yang
Efektif dan Efisien. (Pemanfaatan)

2.3.1. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

REWARD AND PUNISMENT

 KINERJA ORGANISAS! DAN INDIVIDU SUDAH TERUKUR SETAP BULANS
mmgl‘&s&k NE.HWMTKAN APLIMASE YAHS TERINTEGRASL mﬁﬁﬁ it

ARSITERTUR WHERIA PADA £ SAKIP DEMGAN TR DAN SIM TURLIANGAN.
-PENGUKLRAN KINER A TERSEBUT BISEHTAI DENGAN PEMBERIAR REWARD i ]
PUNISHMENT SECARA FINANSIAL DAN NON ¥MRSIA&.

KINERA PERANGKAT DAERAH SETIAP TRIVULAN PADA FITUR HAPORT. K}HERJA
MORE DUTPUT LES INPUT DAL AM APLIKASI E SAKIP RE,WARBF!MN
DIBERISAN MELSLUE: g .

1. PEMBERIAN WNN&RM SESUAI HIW KINERJA HASIL Mﬂ
RINERA ma SETIAP BULAM

- S B‘PLM‘EE OF THE MONTH BAGE PHS DENGAN KINERJA TERBAIK Q!AH?ARA
YANG TERBAIK SETIAP BULAN

2.3.2. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam
penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

PENGUKURAN KINERJA TELAH MENJADI DASAR
DALAM PENEMPATAN/PENGHAPUSAN JABATAN

PEMBAHASAN RAPERDA
AAN PER KAT DAERAH
BERSAM/
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2.3.3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing)
organisasi.

2 | REVIEW STRUKTUR OPD BERDASARKAN ARSITEKTUR KINERJA

PROGRES PENATAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN ARSITEKTUR KINERJA

PEMBAHASAN RAPERDA
PENATAAN PERANGKAT DAERAH
BERSAMA DPRD

2.3.4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam
Mencapai Kinerja.

Perbaikan cascading dan Informasi Before and
dentifkasi Kinefatidaktercapal ) Analisis penyebab kegagalan mp  poumen Perencaraan ™ ftersraeg

§ s e g St Ko o 5 e

B
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2.3.5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam
Mencapai Kinerja

ey ) ) e Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Identifikasi kinerja tidak tercapai M) Analisis penyebab kegagalan wh  poumen Perencanazn ™ After Kebijakan

1 s i e i

-

Sl SthaTES STRATEGH
R,
e syt A,
REBUAKAN
NERUAAN rogte bt

i izt v -

| O e s s

2.3.6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam
mencapai kinerja.

T AR ) - Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Identifikasi kinerja tidak tercapai ®# Analisis penyebab kegagalan m)  pokumen Perencanaan =y After aktivitas

e s g i i b 501 S e -~

B e L )

‘\ ;ﬁ

Tran e e

ot P e e g 341
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2.3.7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam
mencapai kinerja.

Perbaikan cascading dan Informasi Before and
Identifikasi kinerja tidak tercapai m Analisis penyebab kegagalan m  pokumen Perencanaan ™ After anggaran

P o e At s s K] it bt e
v G e ¥
‘ —

2.3.8. Terdapat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dala Mencapai Kinerja
TABEL KINERJA DAN EFISIENSI ANGGARAN

Anggaren

Sasaran Target | Roaksze:

Y% Penyerapan
Btgaran

Reaksam

1 MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, INDEKS SISTEM 35S s L] Rp 39808 179668  Rp 30079255981 98 169 Rp 728923885
NETRAL DAN BERIGNERJA TINGGI MERTT

2 MEWLJUDKAN ASN TANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, INDEXS SSSTEM 3758 ams 00 Rp 20265838578  Rp 19852580678 #0974 Rp €13248537
NETRAL DAN BERMNERIA TINGGI MERIT



2.3.9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran
kinerja.

Keterangan : Evaluasi Kinerja PD/Unit yang melibatkan seluruh personil

2.3.10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

REALISASI SASARAN SUB KEGIATAN Nosifkasireaisasirencana

R
R G

GAGARN  MeCTEBORM.  MERT 000 CADRM
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BAB IV

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

4.1. Tujuh Informasi/Analisis Kinerja pada LKIP

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan

perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur, paling

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus menyajikan narasi dan

infografis terkait 7 informasi capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

P1 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target
tahun yang dinilai/dievaluasi

P2 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realiasasi tahun yang
dinilai dengan tahun sebelumnya dan perbandingan capaian tahun yang dinilai
dengan tahun sebelumnya

P3 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi tahun yang
dinilai dengan target akhir Renstra

P4 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi tahun yang
dinilai dengan capaian nasional

P5 adalah informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan. Informasi faktor penyebab kegagalan dapat merefer ke
critical success factor pada cascading yaitu sasaran program, sasaran kegiatan,
dan sasaran subkegiatan.

P6 adalah informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

P7 adalah informasi/analisis tentang atas efektivitas dan efisiensi penggunaan
sumber daya. Untuk efisiensi anggran dengan rumus target dikurangi realisasi
dengan syarat capaian IKU 100%.

Contoh penyaijian 7 informasi/analisis adalah sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR JAWA BARAT

Sasaran strategis ini untuk mengambarkan kinerja perindustrian di Provinsi Jawa

Barat sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018 - 2023. Sasaran strategis ini diukur oleh Indikator PDRB Industri
Non Migas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut :
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I' Perbandingan dengan IM-\K 2=

sebelumnya: 1&

. Realisasi 2021 Peningkalan Realisasi
Roweire 1 Fo w901 T

2021: Peninghatan Capalan
132316% 728%

CopoienTohun 2022
119,45% }

—
L)

Target Realisasi ‘

Fp 85679 7 Rp 102347

Target2013: Capaian Thd RENSTRA -
‘ Rp8yx86 1 11402%

PDRB INDUSTRI NON MIGAS
| [ |
PROGRAM: PROGRAM: .
Pyrenanasn e Prrgeradaan b | Wﬁmnhiﬂumln
Aremhanagunan bk s National

Sumber : BPS Jawa Barat dan Dinas Perndustrian dan Perdagangan Jawa barat

Kinerja sektor perindustrian Jawa Barat pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan

dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari realisasi indikator kinerja PDRB Industri Non
Migas tahun 2022 sebesar Rp.1023,4T dari target sebesar Rp.856,79T sehingga capaian
kinerjanya sebesar 119,45 persen atau Kategori “Sangat Tinggl

Capaian PDRB Industri Non Migas mengalami peningkatan sebesar 7,28 Persen yaitu
dari Capaian Tahun 2021 yang sebesar 112,16 persen menjadi 119,45 persen pada tahun
2022. Dilihat dari perbandingan realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp.99.61T yaitu dari
capaian tahun 2021 yang sebesar Rp.923,79T menjadi Rp.1023 4T pada tahun 2022.

Dilinat dari perspektif target akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, Realisasi PDRB Industri Non Migas di Jawa Barat
sebesar Rp.1.023,4T dari target sebesar Rp.892.86T, dengan capaian kinerja sebesar 114.62
Persen.

Tahun 2022, apabila Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa
seperti Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan DK! Jakarta, maka Provinsi Jawa Barat
menempali Posisi Pertama, dengan nilai PDRB Industri Non Migas sebesar Rp. 1.023.4
Triliun kemudian diikuti Provinsl Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan DKl Jakarta.
Sedangkan Kontribusi PDRB Industri Non Migas terhadap PDP Industri Non Migas
Nasional, Provinsi Jawa Barat menempati Posisi Pertama, dengan kontribusi PDRB Industri
Non Migas terhadap PDP Industri Non Migas Nasional sebesar 28,49 Parsen, kemudian diikuti
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Gambar 3.2 sebagai berikut :

PDRB INDUSTRI NON MIGAS TIAP DAN PDRB NON MIGAS
TIAF PROVINSI TCRHADAP PDB INDUSTRI NON MIGAS NASIONAL TAHUN X022

LRp.3WNMOT

Gambar 3.2 PDRB Industri Non Migas Tiap Provinsi dan Kontribusi PDRB Industri Non
Migas Tiap Provins| Terhadap PDB Provinsi Non Migas Nasional Tahun 2022

63

\ | akbie RENSTRA: e |
- 0 e

Contoh
penyaijian
infografis

— P1
—

—— P2
—

— P3
——

= P4




Tahun 2022, apabila Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan nasional, maka Provinsi
Jawa Barat menempati Posisl Pertama, dengan nilai PDRB Industri Non Migas sebesar Rp.
1.023,4 Triliun kemudian dikuti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan DKI| Jakarta
dan Provinsi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebagai berikut :

PDRB Industri Pengolahan (Triliun Rupiah)
Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2022

Cuarrtsar 3 5 PORE ndusty Moo Mgas Tap Provins @ Indones

Faktor Keberhasilan yang mendukung pencapaian PDRB Industri Non Migas di Provinsi
Jawa Baral yailu dengan meningkatnya pengendalian izin usaha industri. Hal ini ditandai
dengan persenlase izin usaha industri (IUl) besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan
hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang realisasinya sebesar 2,22 persen.
Kondisi tersebul didorong oleh meningkalnya penyelesaian verifikasi teknis tepat waklu, yang
realisasinya sebesar 100 persen. Adapun upaya - upaya yang dilakukan untuk mencapal
kondisi diatas adalah terwujudnya persamaan persepsi terkait verifikasi teknis berbasis resiko
dengan kabupaten/kota sebanyak 1 Laporan, meningkatnya pengelahuan pelaku usaha lerkait
SliNas sebanyak 3 Laporan, Verifikasi Teknis Berita Acara lzin Usaha Industi (IU1), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (JUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) sebanyak 145 pelaku usaha, Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha
terkait perizinan berbasis risiko sebanyak 4 video publikasi terkait perizinan berbasis resiko.

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB indusin non migas yaitu
meningkatnya kualitas pelayanan Industri Kecil Menengah Pangan Olahan dan Kemasan. Hal
ini ditandai dengan pertambahan jumilah industri sebanyak 50 Unit usaha. Kondisi tersebul
didorong oleh Meningkalnya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Industn di Jawa Baral Pada UPTD Industri Pangan Olahan Kemasan yang realisasinya sebesar
100 persen. Adapun upaya - upaya yang dilakukan unluk mencapai kondisi diatas adalah
Terfaslitasinya celak kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 260 Pelaku Usaha, Terfasilitasinya
dummy label kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 125 Pelaku Usaha, Terlayaninya desain
kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 180 pelaku usaha.
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Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB industn non migas yaitu =
meningkatnya kualitas pelayanan Industri Kecil Menengah logam yaitu dengan meningkatnya
kualitas pelayanan industri kecil menengah logam. Hal ini ditandai dengan pertambahan jumiah
industri sebanyak 50 unit usaha. Kondisi tersebut didorong oleh Meningkatnya Penyusunan,
Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi pada UPTD Industri Logam,
yang realisasinya sebesar 100 persen. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapal
kondisi diatas adalah Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri UPTD INLOG sebanyak 1 dokumen sistem mutu
pada UPTD Industri Logam, Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serla Masyarakat UPTD INLOG sebanyak 20 Pelaku Usaha.

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB industri non migas yaitu P5
meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan industri provinsi jawa barat. Hal ini
ditandai dengan pertambahan jumilah industri sebanyak 100 unil usaha. Kondisi lersebut
didorong oleh Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Industri di Provinsi Jawa

Barat yang realisasinya sebesar 100 persen. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk
mencapai kondisi dialas adalah lerfasililasinya pengurusan sertifikat halal bagl IKM sebanyak
175 fasilitasi sertifikat halal, tersediaanya kajian pengembangan sentra industri hasil tembakau
jawa barat sebanyak 7 Dokumen Kajian, terpublikasikannya kawasan indsutn di jawa barat
sebanyak 2 video publikasi kawasan industri, Terlalihnya pelaku usaha pengelasan sebanyak
40 pelaku usaha,Pelaku usaha yang mendapatkan pemahaman terkait akun SliNas sebanyak —
60 pelaku usaha yang belum memiliki akun SiINas, lersedianya data industri Logam Mesin Alat
Transportasi dan Eleklronika sebanyak 2 dokumen dala induslri iimate, lersosialisasinya
Rencana Pembangunan Industn Kabupaten / Kota sebanyak 30 peserta dar 27
Kabupaten/Kota, lersedianya dokumen perbandingan Kawasan Industri Hasil Tembakau
(KIHT) di Jawa barat sebanyak 2 dokumen, Pelaku usaha yang mendapatkan sertifikal halal
dan HAKI sebanyak 155 pelaku usaha, Pelani milenial yang mendapatkan sertifiat halal dan
HAKI sebanyak 175 Pelaku Usaha.

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB industri non migas yaitu
meningkatnya pengelolaan sistem informasi industn nasional. Hal ini ditandai dengan
Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan induslri lintas kabupaten/kota

yang masuk dalam SliNas sebesar 97,79 persen. Kondisi tersebut didorong oleh Meningkatnya
Ketersediaan Dala Informasi Industni untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas) sebesar 100 persen, Terpantau dan
Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup
Provinsi dalam menyampaian Data ke SliNas sebanyak 61 Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Menyampaikan Laporan ke
SliNAs, Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Dala Industri, Data Kawasan
Industn serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SliNas)
sebanyak 25 Pelaku Usaha yang difasilitasi untuk Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data
industn. —

Program - Program yang mendukung pencapaian PDRB Industri Non Migas Jawa Barat

diantaranya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin P6 dan
Usaha Industri, dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Efisiensi Indikator Kinerja o P7
Utama (IKU) di atas mencapai 2,70 % atau setara dengan Rp. 230.275.608 -.
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4.2, Sistematika LKIP

7 informasi LKIP diatas dituangkan kedalam bab Il LKIP yang sistematikanya

sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan

1.1. Struktur Organisasi berbasis cascading dan proses bisnis
1.2. Tugas dan Fungsi

1.3. Isu Strategis& Permasalahan Utama

1.4. SDM Aparatur

1.5. Sarana dan Prasarana

1.6. Sistematika LKIP

1.7. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab Il Akuntabilitas Kinerja
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pemyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

3.1.2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.1.3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);

3.1.5.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,

3.1.6.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.1.7.Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pemyataan kinerja).
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3.2. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.

IV. Lampiran:
1. Perjanjian Kinerja
2. Data pengelolaan kinerja (tabel 6 halaman 41)
3. Lain-lain yang dianggap periu

4.3. Notifikasi LKIP ke ASN

Agar informasi pada LKIP menjadi kepedulian pimpinan dan seluruh pegawai,
maka informasi laporan kinerja perlu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
Informasi dalam laporan kinerja yang disampaikan kepada seluruh pegawai meliputi
ringkasan (infografis) 7 informasi/analisis laporan kinerja.

1 20 - Terwasonya novasi 12 Reioia 29 - ndeks Apformas MEWUWUDKAN ASN YANG PROFEQIONAL Indeks POINT e 294 200277 . e
cemenniahan yang SEaT bersin Jan Horokras fkategori) BERINTEGRITAS. NETRAL DAN SERKINERIA TINGS! Sstem 2020 228 20203758 - o=
Aountatel Rere 021 ¥185 20273188

2025 1805 2022: 3965

23 1965 20233965

Informasi kinerja LKIP diatas disampaikan kepada seluruh pegawai melalui
berbagai media seperti notifikasi di telepon genggam atau media lainnya.
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4.4, Pemanfaatan LKIP untuk Perbaikan Perencanaan

Setelah selesai disusun, LKIP dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan. Pada
Bab Ill LKIP terdapat analisis faktor faktor yang menyebabkan keberhasilan dan
kegagalan. Pada pembahasan tersebut terdapat rekomendasi perbaikan perencanaan
agar kinerja pada masa yang akan datang lebih baik. Rekomendasi perbaikan
perencanaan hasil analisis LKIP masuk ke dalam sistem perbaikan kinerja untuk proses
perbaikan kinerja pada cascading dan dokumen perencanaan. Mekanisme pemanfaatan
LKIP untuk perbaikan perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut.

Rekomendasi Perbaikan Perbaikan Kinerja,

Perbai Program & Kegiatan
- Perencanaan pada pada Cascading Tahun ini
Perencanaan Hasil Cascading melalui —_—— — — SSRe=T .

Analisis LKIP Sistem

4.5.Eviden Penilaian Penyusunan Laporan Kinerja

Standar Evidence Pelaporan Kinerja

3.1. Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja (pemenuhan)
3.1.1. Dokumen Laporan Kinerja Telah disusun

DOKUMEN LPPD DOKUMEN LKIP
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3.1.2. Dokumen Laporan Kinerja Telah disusun Secara Berkala

Selamat

TERBAN 18

3.1.3. Dokumen Laporan Kinerja Telah direview
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3.1.4. Dokumen Laporan Kinerja Telah Dipublikasikan

PUBLIKASI LKIP PADA ESAKIP

% DIPUBLIKASIKAN PADA MEDIA INFORMASI

B &-SAKIP REVIU 3 & KiKproviabar

No  Username Unit kersa 1§ Upioad Dokumen  Ket Tanggapan
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e-SAKIP REVIU

LKIP 2022

3.1.5. Dokumen Laporan Kinerja Telah Disampaikan Tepat Waktu

LKIP TELAH DILAPORKAN PADA ESR TEPAT WAKTU

49

COM prow jaltar

SRR 2o b

SETDA peow st

SPP prov abar

P4« prore jabar

PP o sabiae

B prine pabaar

WY prow jatar
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e
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BAS i LW YAMG MENGADS BAGIAN DAS1 LPPO

LRGP Sewretanat Daerah 2021

LIOP TARUN 2021

LGP DRNAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIGL TURA PROVINGS JAWA RARAT TAMUN 2001
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3.1.6. Dokumen Laporan Kinerja Telah diformalkan
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3.2.Dokumen Laporan Kinerja Telah Memenuhi Standar Menggambarkan
Kualitas Atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/Kegagalan
Kinerja Serta Upaya Perbaikan/Penyempurnaannya. (Kualitas)

3.2.1.Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan

standar.

BerAKHLAK TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENAJAMAN P vt Jows et 9
e ANALISIS LKIP

LKIP DILENGKAPI ANALISIS == — =

DIAGNOSA KINERJATIDAK =

TERCAPAI & LEBIH RENDAH = = =
SECARA DETAIL

&
=5 s LKIP DILENGKAP!
5 UPAYAMENGATASI .. o
REALISASI KINERJA i .
- YANG BELUM OPTIMAL * == Y

3.2.2. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang
pencapaian kinerja.

LKIP DILENGKAPI ANALISIS
DIAGNOSA KINERJA TIDAK

TERCAPAI & LEBIH RENDAH

SECARA DETAIL

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

L]

LKIP DILENGKAPI %=
UPAYA MENGATASI -

-
MrEAL ICSASTIZIVIFE™ A ta
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3.2.3. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan target tahunan.

Narasi Laporan Kinerja
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas lingkungan hidup Jawa Barat
meningkat. Keadaan lingkungan hidup
dapat memberikan daya dukung yang
baik bagi kelangsungan hidup mas-
yarakat. Indeks kualitas lingkungan hid-
- -— up Jawa Barat pada Tahun 2021 sangat

gy S baik yaitu sebesar 62,69 poin mening-
*-\\ : kat 1,1 poin dari tahun sebelumnya wa-
laupun posisinya 8,74 poin di bawah ra-
ta-rata nasional. Capaiankinerjaindeks

tahun sebelumnya. Capaian kinerja in-
deks kualitas lingkungan hidup di Tahun
2021 melebihi target akhir RPJMD yaitu
sebesar 101,77%.

N

3.2.4. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah.

Narasi Laporan Kinerja

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

baik yaitu sebesar 62.69 poin mening-

kat 1.1 poin dari tahun sebelumnya wa-
laupun posisinya 8,74 poin di bawah ra-
ta-rata nasional. Capqan kinerja indeks

'fs RUALITAS ;mum-mpm 2021 sudah melebihi harapan, yaitu se-
= e besar 10314% meningkat 1,46% dari
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3.2.5. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya.

Narasi Laporan Kinerja

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

103,14 % )%

GEAS EUALITAR LiNORUNG AN HIDUP ML

3.2.6. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional
(benchmark kinerja).

Narasi Laporan Kinerja

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

yarakat. Indeks kualitas lingkungan hid-
up Jawa Barat pada Tahun 2021 sangat
baik yaitu sebesar 62,69 poin mening-

2021 melebihi target akhir RPUMD yaitu
sebesar 101,77%.
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3.2.7. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja.

Program yang mendukung pencapaian
IKLH Jawa Barat mehiputi 17 (tujuh be-

MUECE KUALTAS L MCEUNESN MBHD W1 k0 dan Batubara dan sektor Sumber Daya

3.2.8. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

P! Ty W LA 0T sty 4 e PO BB L
Upaya Akselerasi Peningkatan Capaian Kinerja 16300 mwng, resn — Rt
e
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 o 7, it T Laged T 77 Yemskate 1 PP Fghti g yie meiyeulh 3
uten i i
e
TSlen i B St pacoRT Linsd ki
e gaiaris e gRRA. vetenar QR U] e $ 2% G stal gar benenE
Meas HerPe AaraaTen T 280 Ml (7 PR3 Nove e JO maeed 08 5N pade
J—— . . Jp— P
o Sty Wb g W it v ——— S b
P G p———— Wy g o oo e sy T M ST Notiangn o
. g L e ey g PSP e - wmw g
———— = o | b s M Pde hae Leed N s s M TR ) MOl MO R ST
s vt imn . e ey et e O
e . ——. o a Ay R Tt BB MG A AT DA (e METOE! bEwai abibal et
e e —— vy s
pES——— g m———— ———
— e Aot sk e Lot il e
o e
e p—— v Rt A dad! Sty VRN dielal Tt Deet
e mtans iy
e — o
e e v
o o bt (8 i
20 e e
——— iy
e
et e s Pacs AL 1B T b (gt S P8
T s Wampnn v o et
oy st teumina o s Bt t 1380 T2t
o —— LAt o A3 AT RO 70 R 20 e ] BT BN
— ATt S by i oot
s ) S GRS MEOLALR SR NEDAGESr MAdyerINA TIALI ek S 1
'—-'-::'"" G e Dl Gmbe SN (R T (SR bl Sa el Teed -
ol Tty berjanaa. Seloge Satre st Fais apd kil
— o e . e et
g mu-ﬂwwﬂ—iﬂ—m‘m—-ﬁj
-y e wrwy
e
e et i et o . 3
T ne ik e ebue Larnat
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3.3.Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Dampak Yang Besar Dalam
Penyesuaian Strategi/ Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja Berikutnya
(Pemanfaatan)

3.3.1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama
pimpinan (bertanggung jawab).

NOTIFIKASI LKIP KE JPT

JPT mengevaluasi laporan kinerja dan informasi di LKIP
dijadikan dasar perbaikan kinerja berikutnya

3.3.2. Penyaijian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh
pegawai.

Laporan kinerja didesiminasikan kepada
seluruh Pegawai

109,44 % }}

/3

76



3.3.3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

RAPORT KINERJA

Penyebab Kegagalar

Jumiah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai Jumnlah Penyebab Kegaoalan

10 1

Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan IV

Jumiah Langkah Aksi sasaran sub kegialan vang tidak Jumlah Langkah Aksi Jumiah Langkah Aksi yang mengalami
tarcapai (semuia) {menjadi) perubahan jadwal
20 59 -

Panyesualan Anggaran Untuk Triwulan |V

Jumilah A an Sub i tidak 1. Jumiah Anggaran Sub Kegiatan (menjadi) usuian perubahan anggaran

Rp 422.146.500 Rp 422.146 500 RpO

I



3.3.4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

RAPORT KINERJA

DINAS SOSIAL

Penyebab Kegagalian

Jumiah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai Jumiah Penyebab Kegagalan

0 1

Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan IV

Jumiah Langkah Aksé sasaran sub kegiatan yang tidak Sumiah Langkah Aksi Jumiah Langkah Aksi yang mangalami
tercagsi (semula) {menjadi) perubahan jadwal

Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan IV

Jumiah Anggaran Sub Kegiatan tidak tercapai {semul, > fan perubahan anggaran

Rp 422.146.500 Rp O

3.3.5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan kinerja.

o s e ey

SASARAN 2

AT bt O

e Sp—

e T e e e S ey W
P S b Rt ¢ e
e P T W R S — ot
Y i fec e & T e e S
art Fptes feiihe War e Mo rwS AW w
i S S gty W W My W e it -

78



3.3.6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

SASARAN 2

e p——

3.3.7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan
budaya kinerja organisasi.

Selamat Q

DiNAS PERINDUSTRIAN DAN PERCAGANGAN mesath Kinacfa

TERBAIK 7

AR 45 PO DAN BifC

Coamen Kmucis B Brggacan
o=S
"o
wm
T o=
_: =
§ wm
o
Wrreis @ Argpeer
Jumiah Langia® Aksi sasiran rub segatan yang Bdak sk Langeah Akst Jurnish Lenghat Aksi yang reongeiami
tersapa iz (menjedl i GRAFIK PROGRESS CAPLIAN KBNERA
LASAREN SUS KEGATAN
iE s L] o -
5 -
- A
- .--"Ar
- o~
-
™ -
Jumiah Anggaran Sub Kegiaten tidak tarcapai (semulal  Jumish Angparan Sub Kegiatan imanjadii  Usulan perubainan anggaran g /"‘
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BAB YV
PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INTERNAL

Evaluasi kinerja internal meliputi self assessment oleh masing masing perangkat
daerah dan evaluasi oleh Tim Sakip Pemda.

5.1. Self Assessment Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah
Perangkat Daerah melaksanakan self assessment evaluasi akuntabilitas kinerja

internal berdasarkan standar eviden. Tata cara self assessment adalah sebagai berikut:

1. Login melalui https:/kinerja.jabarprov.go.id/sakip/login atau alamat link
penggantinya.
2. Masuk ke menu “LKE” pilih “input eviden”

Ha Nempansa/Sub Kampanen Nrieria Jnwaban fvmen

1. Perencanaan Kinerja

Dokurmen Perencansan kinena teish weiredia

3. Hasil self assessment akan diverifikasi oleh Tim Sakip Pemda
4. Perangkat Daerah menindaklanjuti masukan dan saran hasil verifikasi Tim Sakip
Pemda

5.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal Oleh Tim Sakip Pemda

Tim Sakip Pemda melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan
hasil self assessment perangkat daerah dengan prosedur sebagai berikut:
1. Login ke Aplikasi Jabar Makin Pasti
2. Melakukan verifikasi dan memberikan saran masukan terhadap hasil self assessment
perangkat daerah

3. Melakukan penilaian atas hasil perbaikan self assessment perangkat daerah
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5.3.Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

TAHUN 202-
L . D) L L .l OO = .
1 |Perencanaan Kinerja 30,00 0,00
2 |Pengukuran Kinerja 30,00 0,00
3 |Pelaporan Kinerja 15,00 0,00
4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 0,00
ai A abilita o rja Belum Input 0,00
Predikat | Predikat
No Catatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
202

\ Nilai Unit
1 000 [ ooo% |
1.a}Dokumen Perencanaan telah lersedia 600 | Belum Diisi 0.90 0.00 o.00] agol 000 0.00%
1.b|Dokumen Perencanaan kinena telah memenubn standar yang bask. yaitu untuk
|mencapai hasil. dengan ukuran kinena yang SMART. menggunakan s
P g) disetiap level ra logis, serta memperhatikan 900 | Beluem Disi 000 0.00%
inerja bidang lain (crosscuting) 0.00 .00 o.00) 0.00
1. c|Perencanaan Kmnru telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang 15,00 | Betum Diisi 0.00 0.00%
| i .00 0,00 .00 2.0
39,00
4 600 | Belum Dusi 0.00/ 0.00 o.00] 0,00 0.00 0.00%
ZbP!ngutmnn m&hmﬁmmndﬂmm-aﬂt&n Kinena .
secara Efektif dan Efisien dan lelah dilakukan secara berjenjang dan 0. | wewom 0.00 0.00 0,00 0,00 ae a0
2 c|Pengukuran Kinena lelah dyadikan dasar dalam pembenan Reward dan
|Punishment serta penyesuaian strateg! daiam mencapa: lunerja yang efekt! 1500 | Betum Diin 000 0.00%
0,00 200 2,00 0,00
——
1500 = s 506 |
pat 300 | Belum Diis 0,00 o.00] g00] goo] 000 000% |
JbDomnmLmnﬂmammShmmuwmnm-hhs
atas Py Kinerja, info keberhasian/kegagaian knerja sera 450 | BelumDusi 000 0.00%
upaya perbakanpenyempurnaannya 0.00 0.00 0.00 0.00
3cmmmﬁmmmmumm&nngbcm¢m-nmum 250 | aetamosd 0.00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00,
500 | Betum Di 0,00 apa] 2,00} agol 000 000%
dengan Sumber Daya yang memadai A | Mty 0,00 9,00 0,00 0.00 ks
4 of knuemmmuhhmmmma evaluas Akuntabiitas Kinerja
Imernal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) daiam efekyfitas 1250 | Belom Dis 0,00 0.00%
dan efissens: Kinefa 0.00 0,00/ 0,00 0.00

L ingtane:
£ ]

1, [ soo | Baicm O
Krimeia.

i Mohreg v

2[T okuman -

AT SohMen PEBNCANAAN KNeNd OGS Sanael

s|T Ay 38

6| Tan SORUTN POrENCANaRn BNGRIEN yRNY MEACuRLNg BNEGE

1 Persncanaan telan memenubi standar yang badk. yaitu

|untuk menc apas hasd, dengan uuran kinera yang SMART.

Sustan = ogia 200

|sorta nerm fes
Rod

ook wah Sormaan

ntu-l-n | RUES TWAGIIALIALN KNGS KN01A yBly IR0 Jspa |
§]Usyran Keberhasdan (ing j3) teiah memenuhi knieva SMART
smwmwlmwwmmmmmm

secars SusBaEbls - nmmm‘!.—‘-"“-.— Srateges,
ki k] dalarm Perencansan = g Can redvsts

lmmmmwwpnm e

Tordapal mekamIme yang Sergumpiian dal yang cagat dancasar
L

dan Efisien dan teiah dilah ukan secars berpagng dan a0

[2a]
g

secara Efektd
L]
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-'L__ w mmm‘-h—i 3 knera
H B3Ny 0 b IS NIV PENg 83
-

T - seiuruh infbrmass
[Dowur poran Ki mmmm-mnmwm

5|Dokumen Laparan Kinera ielah y! anaiss wnena dengan targe!

b menengan
6|Dokumen Lapcran Kinena miah menginickan anaisis dan svauas: "esisas xinena Sengarn resisas
na hun-tahun

T | Dot Laporan Kineria wizh menginickan anafiss dan evakuas: resisas Ane) Jengan reaiss:

uren Kinarjal.
L= Lagotan Kineria ipiah mengmickan deladt =)
1 lneng
& Lapomn Kinena san .akms ams rget
436D LpaYA VAW CanSay haThYANnYa
%Dokumen Lagpomn Kinena iah chsans sumber dave dalam Mmencace:
ot Lapoan Knens wiab woaya dan @ ke depan
L P L]

e Onts|
aria borkutnyn | 7%
1 m
2] niormasi calam
!mmwmmmwmmmwm
kinena
4lirformas: dalam laporan knena betata wiah Salam anggaiar
UNiLR MENCADM KNERA
S|hkormas: datam . dalam evaivas b ha sidian
[} mwmmﬁwmmmmm
T |intrmas: aalam s selaiu
| )
uwm irrermal teiah dlaksananan B
Akuntatiias memal
inmrmal seiuryn unit kerja/perangeat docvsh |
3 “m irterral ielah disksanaaan secaid
nternal Slaksanakan secars
Sumber memadei |"'1 [""""
1 Axucandias rernal weiat siaksanatan sesua’ siandar
remal ipiah oieh memada
3|Eveuan Asuntabiitas j2 intermal ieiah dlaksanakan meeaa:

iriernal ieiah disksanakan Ssolurun unit daerah

&3




2| Dowumen Perencanaar Kinesj

| Dosimen Perencanaan Kinena eleh menggambanan Kebulshan 2is Krera sebe-armya yarg per

ki

kondis KNOMD varg BRaT CADE |

pang

Targetyans daigm Kinena talar dicapas dengan b3k 3tas sabdanrya mash o
e night wock

ardapa: pertaianpanyempumasn DO i Wiy e dena
3 i Doumen Py W.nera caiaT = =
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Kingna teiah memerikan dampak yang besar dalam

750

|';t\:u-lﬂl-| ocan e seiabi a5 oe '.].nu Jawat
v daam sofutsh
3indcrmas: 03iam 3pOran LNeNd DN 18iah CGUNILEN CALAM DeNYeSUBAN BKIVIES UNLE MENCaRa:
hrtria
e pencacs

oS O 10 da
6|informas: dalam laporan kinena it digunekan daiam penye suaan perencanaan BNena yang akan
o e b
T|inlormasi oran i seiaiu m garuhi p i@ 0fQ
4 [EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNA 7] [}
4.a|Evaluasi Akuntabiliias internai teiah diiaksanakan | son | Belum

1{Terdapat pedoman wkmis Evaiuas Aumiabiiiss Kiner .
2[E vatuas: Axuntabdes K Imemal iMah alakssnakan paca seiunsh unt ke japemangia dasrah

URS AR ] Kingra infermg 4 SIIKSATIRDN FOLD DETC |

Evaluasi Akuntabdtas Kunera ntornal tolah Glakeanakan secara

Sumber Daya yang momadai l"'] l"'""""
1|Evoluas Akuntabidas Niemal Biah JiIEIN KN SOSLI: S da”
2|E valy B e mal wan ciah SDM yang Temadal
3[Evaluas Akuniabitas Intermai ielan disksanakan dengan pend yang memada:_
4l pias Kunens NMal ksiah diaksanakan pacs seluruh un tega/perangia’ daera
S|E vatuas: Akuntobitas Knona nemal telah diaksarakan Gg=r Teknoicg: informasi (Ap

(P toian (M karena svakmsi 3

-y nse Bt D |

| Seunuh ko naas naﬂmmm“mw

| 2[Telah ienaci serurghatan mplermenias SAKIP dengan mciassarakan Endak anata@s rekome-das
hasd evaiuas . BOMES Kinena Temal

5.4.Eviden Penilaian Evaluasi Kinerja

Standar Evidence Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

MLNTER) PERQATAGUNAAN APARAIUS NEGARS
DAN REFOAMAS! BIROKRAS: REPUBLIK INDONLSIA

o

TIAH0 EUMOLO

4.1.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (pemenuhan)

4.1.1. Terdapat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

PEDOMAN SAKIP
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4.1.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan pada Seluruh
Unit Kerja Perangkat Daerah

LHE SAKIP

f PEMERINTAH DAERAM PROVINS! JAWA BARAT

INSPEKTORAT
AN BRARETND. 4 TELP O30 1330116 - T FRRAR S T
At mww g - Ll

LAPCEAN sl TS

ATAS NPLENENTAS S5 TEM AUNTARL S, Poarg 3 o
ONERA NSTANS TEMERNTRS A AN 1Y saati
ATAE LAPCRAN NN NETANY PEMERA AP it - 12 e T he Oem Swtwce
T4 s Reusn Yegms Uwr Dea s
oy ! e v
DINAS PEMBERTAVALN WASTARAKAT AN D54 e B i -
ROV A BT At Lies e e s
Tasus 200 pade (v Seetmiieaa Marvewa
D Dea Fose s Sew BANTUN
w26
L e wga mEses Fesew Peavtr epuass stress o
P DK wi Pegow fmamw te trew rurs Pewes ever
T RO Bicresd Nerer 73 i 0 ey e M Sre
et Peewrid s Vet OSRTeE AT WGkl O etrem
e Suntih swrese Sorw D T 2V wewy Swee G 6n
ST LI MeeE R YRS e e W mear
ARG AR ORI WM MWD Srwrs cas P e o
Certarina VarmE i Poece e e
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I
i
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l
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DA G ST Lt SRR TTET WY Selr e v
RN e e el | e Sy Wraere tees 9] el
Svwcrer sren ‘wgsaw bewa Femow scem (wam reew e
Pechar laew seets e BEIMNN T el ety S
e g pRSAE A egE Werumax | Mem.AE B Seey
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ittt e o
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e x sy EE
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4.1.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan Secara
Berjenjang.

LKE SAKIP PEMPROV (SELF ASSESMENT) LHE SAKIP PEMDA DAERAH
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4.2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan Secara
Berkualitas dengan Sumber Daya Memadai (kualitas)

4.2.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan sesuai Standar

BUKTI PELAKSANAAN TAHAPAN EVALUASI

LHE sudah didasarkan Permenpanrb No
88 Tahun 2021 dan pedoman evaluasi
yang mengacu kepada Permenpanrb
No 88 Tahun 2021

ERINFAS DAFEA PRIV 1053 R
INSFERTORAT

4.2.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan oleh SDM
yang memadai

EVALUATOR AKIP MENGIKUTI EVALUATOR AKIP MEMILIKI SERTIFIKAT
PENGEMBANGAN KOMPETENS! TERKAIT AKUNTABILITAS KINERJA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT

AKUNTABILITAS KINERJIA

e
&

Ao d—

=

SERTIFIKAT

vy Aot S L

PEMBAGIAN PERAN
EVALUATOR SESUAI DENGAN
KEAHLIANNYA
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4.2.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan dengan
pendalaman yang memadai.

e o e e M LHE sudah menyajikan rekomendasi
e o B s S S St S e perbaikan yang rinci dan mendalam

1 Marartaaian v bews e SR 7 WP s HeerrE
o e B A e (AT E Al TR s
S gy e S oy AR W W WA
FEvE (o el LiF Nems cees Swveres laec
Oprese,

! Mememaae maT SED TR TeREN weam dre g
e P b B AR WS WA A S
BeEE v W I el T IR I e
e Lo e ¢ wp T

L e B
—— B R e L LK SRR RS
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L Nemetaer B SeeTiewy SwRe R e
s ¥y wa by wamy o f puge T
i st n

Jrmmce fUrRass ULl vikas Tn CowwtE S megy
Prwwe wrape— vows s pe R el e gaye Laes
Pesey wAad gaw delen emis B 3 egegs femem

PUNTRTNT A BTRAN FRNN TV B 4 Ballal e it

INSPEKTORAT s - g B
=

4.2.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan pada seluruh
unit kerja/perangkat daerah.

LHE SAKIP

PEMERINTAH DAERAM PROVINS! JAWA BARAT
INSPEKTORAT
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ATAS WP EMENTAS SSTEWANUNTASL RS By ) Biaer
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4.2.5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan Menggunakan
Teknologi Informasi (Aplikasi)

APLIKASI EVALUASI AKUNTABILITAS INTERNAL

] Samation oo

1 Perencanaan Kneria

Dot Perpacanan Lrers g LrLads

4.3.Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
Efektifitas dan Efisiensi Kinerja (pemanfaatan)

4.3.1. Seluruh Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
telah ditindaklanjuti
TINDAKLANJUT REKOMENDASI LHE

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018

[ No Saran/Rekomendasi ' Tindak lanjut

—————— i T

|
|
[ 1. | surat Inspektur DIY
‘ | Nomor : 700/01333 tanggal 6 Mei 2019,
perihal Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi Sistem  AKIP Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Rekomendasi:

1. Melakukan upaya untuk | 1. Berupaya mempertahankan dan terus
mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja menjadi lebih
meningkatkan kinerja yang telah baik baik

2. Melakukan management resource
meeting membahas ketersediaan input
dengan target kinerja yang akan 2. Melakukan rapat koordinasi yang
dicapai dan supervisi atas intensif antar bidang pengampu kinerja
pengumpulan data kinerja sebagai di Bappeda

tindak lanjut rekomendasi atas hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja pada
Pemerintah Daerah DIY yang dilakukan
_oleh Kementerian PAN dan RB

— e
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4.3.2. Telah terjadi peningkatan implementasi sakip dengan melaksanakan
tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas kinerja

internal.
- Paelibaher Spweh
E PROGRES CAPAIAN NILAI SAKIP PROVINSI JAWA BARAT 2016-2021
2 [ A
s as.m
83
82 E n

B =
B1 =
4]
8007 83,03
it == wor
203 2017 2018 2018 2020 2021
B NILAI SAKIP

!

i

I

4.3.3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Informasi Before and

Perbaikan cascading dan After outcome/ou
Identifikasi kinerja tidak tercapai W Analisis penyebab kegagalan m)  pokumen Perencanaan = strategf l
SR TR > -
“’.-.":‘- . [ '\u_/

| ko it b e smtin 1 02
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4.3.4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dimanfaatkan dalam
mendukung Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

Identifikasi kinerja kahs.*spmwhib Perba&muscad:gdm Informasi Before and After mgg
tidak tercapai ‘ ‘ outcome/output/ strateg ‘
9 it — /_f' c woul!  EROETASDANERSENSIAPRD - 8
2 : : .
I mE gt - : " Rn 1948 512009208
=;|I:|,;§g;g !%l i !
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i ' #431 =
By s 1] =
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4.3.5. Telah Terjadi Perbaikan dan Peningkatan Kinerja dengan
Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

PROGRES CAPAAN NILA SAKP PROVING JAWA BARAT 20%- 2071

]
. - e ”.
P ‘afl="k
smeoss’ u
GUBERNUR JAWA BARAT
ttd
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